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KERTAS KERJA PENYEDERHANAAN FORMAT PUTUSAN

BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Mahkamah Agung (MA) memiliki agenda untuk melakukan percepatan penyelesaian

perkara. Berbagai upaya telah dan terus dilakukan oleh MA untuk dapat mewujudkan proses
penyelesaian perkara yang tidak hanya cepat, tetapi transparan, konsisten dan tepat waktu.
MA telah membentuk kelompok kerja (pokja) manajemen perkara yang terdiri dari pimpinan
MA, para Hakim Agung, para pejabat di lingkungan MA dan para Hakim dari berbagai
pengadilan. Sejak 2012, di bawah pokja manajemen perkara telah dibentuk sub kelompok
kerj Bussiness Process Reengineering (BPR). Tugas utama kelompok kerja BPR adalah
memetakan permasalahan dan menyusun rekomendasi terkait perbaikan prosedur
penyelesaian perkara di MA. Pokja BPR secara khusus telah ditunjuk oleh Ketua MA dan
Koordinator Tim Pembaruan MA untuk melaksanakan program magang di Federal Court of
Australian (FCA)*.

Program magang berfokus pada berbagai aspek terkait manajemen perkara dan
pelayanan publik. Melalui program magang, diharapkan dapat terjadinya tukar pikiran,
pengetahuan, dan pengalaman dengan mitra mereka di Australia untuk menjadi inspirasi
langkah-langkah pembaruan pembaruan peradilan yang dapat diinisiasi di MA.

Penyederhanaan format putusan menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi MA saat
ini. Hal ini tidak terlepas dari target manajemen perkara MA. Salah satu target capaian MA
saat ini adalah penyelesaian minutasi perkara. Namun, rata-rata penyelesaian minutasi
perkara di MA saat ini masih membutuhkan waktu lebih dari 6 bulan. Lamanya minutasi
perkara akan menyebabkan lamanya ketidakpastian bagi para pihak akan kepastian hukum
perkara mereka. Padahal tujuan utama putusan pengadilan adalah untuk kepastian hukum
para pihak, karena isi putusan memiliki fungsi sebagai kekuatan eksekutorial. Sehingga perlu
adanya suatu terobosan dalam penyelesaian minutasi perkara.

Salah satu terobosan terhadap minutasi perkara pada tahun 2015 ini adalah sudah
tersedianya template putusan sejak putusan dibagikan kepada Majelis Hakim. Pada SK KMA
214/KMA/SK/XI1/2014 mengatur bahwa konsep putusan sudah disiapkan oleh Majelis
Hakim dibantu dengan Panitera Pengganti sejak putusan dibagikan, lalu konsep putusan
tersebut akan dituangkan di template eletronik yang tersedia. Kemudian ketika putusan sudah
dibacakan, nantinya Panitera Pengganti dibantu oleh Operator hanya tinggal melengkapi
putusan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim. Dengan adanya perubahan tersebut,

lProgram magang di FCA adalah salah satu agenda turunan dari nota kesepahaman antara MA dan FCA. Program
magang berfokus pada aspek manajemen perkara dan pelayanan publik. Melalui program magang, diharapkan dapat
terjadinya tukar pikiran, pengetahuan, dan pengalaman dengan mitra mereka di Australia untuk menjadi inspirasi langkah-
langkah pembaruan pembaruan peradilan yang dapat diinisiasi di MA. Program magang terlaksana dengan dukungan
Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ).



maka MA juga perlu merubah template putusan untuk mengakomodir para Majelis Hakim
dan Panitera Pengganti bisa langsung memasukan konsep putusan sejak awal.

Permasalahan dari format putusan saat ini adalah tidak terstrukturnya format putusan
dengan baik, bahkan bisa dibilang format putusan saat ini terlalu banyak memuat isi yang
bukan merupakan produk sebenarnya pada putusan MA. Perlu digaris bawahi bahwa Hakim
dalam memutus perkara bertujuan untuk melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) dan
penciptaan hukum (rechtsschepping).? Oleh karena itu, fungsi utama putusan MA adalah
membuat buah pikiran para Hakim dalam melakukan penemuan hukum dan penciptaan
hukum. Sehingga isi putusan MA haruslah bisa mengakomodir pemikiran Hakim baik untuk
kepentingan para pihak dan publik.

Namun jika melihat data yang ditemukan tim peneliti, justru rata-rata bagian
pertimbangan para Hakim beserta amar putusannya hanyalah memuat 12% dari total
keseluruhan putusan MA. Jika ditelusuri lebih jauh 88 % isi putusan merupakan isi yang
sebenarnya sudah dimuat di putusan-putusan sebelumnya, sebagai contohnya adalah surat
dakwaan/posita, amar putusan tingkat sebelumnya, barang bukti/objek gugatan. Bahkan dari
bagian-bagian tersebut justru banyak ditemukannya pengulangan bagian yang semakin
mempertambah banyak halaman.

Berdasarkan temuan tersebut, penyederhanaan format putusan merupakan hal yang
bisa dilakukan. Karena penyederhanaan bagian bisa dilakukan apabila isi putusan pengadilan
lebih banyak memuat isi yang sebenarnya sudah dijelaskan pada putusan tingkat sebelumnya.
Karena yang perlu diperhatikan bahwa putusan MA merupakan produk dari MA, sehingga
pokok isi putusan MA adalah bagaimana pertimbangan Majelis Hakim MA dalam memutus
suatu perkara. Diharapkan dengan adanya penyederhanaan format putusan akan memudahkan
para Panitera Pengganti serta Operator dalam proses penyusunan putusan yang merupakan
salah satu rangkaian dari proses minutasi perkara.

Dengan adanya pendekatan atau metode penyederhanaan penyusunan putusan tentu
akan membuat pelaksanaan pekerjaan mereka semakin efektif dan efisien, dan tentu saja akan
berdampak pada penyelesaian perkara yang lebih cepat, serta akan berdampak pada akses
masyarakat terhadap substansi putusan yang menjadi lebih baik.

1.2. Pokok Permasalahan
Adapun pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut,

1. Apakah format putusan MA saat ini berpengaruh pada penyelesaian minutasi perkara
MA?

2. Apakah penyederhanaan format putusan MA memungkinkan dilakukan di MA saat ini?

3. Perubahan format putusan yang bagaimana yang dapat diterapkan oleh MA kedepan?

2 Lintong O. Siahaan, “Peran Hakim Agung dalam Penemuan Hukum (“Rechtsvinding”) dan
Penciptaan Hukum (“Rechtsscheping”) pada Era Reformasi dan Transformasi”, Varia Peradilan Tahun ke XXI
No. 252, (November 2006), him. 58.



1.3. Tujuan Penelitian
Melihat permasalahan-permasalahan dari proses identifikasi putusan MA, penelitian

mengenai format putusan MA saat ini sangatlah dibutuhkan. Adapun tujuan dari penelitian

adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan memperkenalkan metode dalam memperbaiki format putusan
dengan cara atau metode yang lebih sederhana, efektif, dan efisien.

2. Memperkenalkan penggunaan penomoran paragraf dalam putusan.

3. Memperkenalkan metode “corrigendum” sebagai prosedur koreksi kesalahan dalam
putusan.

1.4. Metode Penelitian
1.4.1 Pendekatan Kuantitatif

Penelitian terhadap data-data yang berhasil dikumpulkan dilakukan dengan
pendekatan secara kuantitatif. Pendakatan kuantitatif ini dilakukan dengan tujuan untuk
menemukan dan menjelaskan gejala keadaan yang ada melalui pengumpulan data-data sesuai
dengan variabel yang ditentukan.

Di dalam penelitian, metode kuantitatif digunakan untuk menemukan gejala
permasalahan yang terdapat di format putusan MA.Metode dilakukan dengan mengumpulkan
150 putusan yang terdiri 50 dari perkara pidana (termasuk pidana umum, pidana khusus, dan
pidana militer), 50 perkara perdata (termasuk perdata agama) dan 50 perkara tata usaha
negara (TUN).

Rentang waktu putusan yang dicari adalah putusan di MA selama tahun 2011 hingga
2015 ini. Justifikasi pemilihan mulai pada tahun 2011 karena pada tahun tersebut
dimulainyakegiatan manajemen perkara di dalam cetak biru pembaruan peradilan tahun
2010-2035.

Dari 150 putusan yang dikumpulkan, selanjutnya dilakukan indeksasi dengan
menggunakan formulir yang dibuat oleh tim peneliti. Lalu data hasil indeksasi diolah ke
dalam bentuk statistik. Data statistik akan dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan
metode kualitatif. Hasil dari indeksasi ini diharapkan dapat menggambarkan permasalahan di
struktur putusan dengan menggunakan angka, sehingga permasalahan yang terjadi bisa jauh
lebih terukur.

1.4.2 Pendekatan Kualitatif

Analisa dalam penelitian ini dilakukan denganmenggunakan teori, doktrin,
yurisprudensi, serta peraturan terkait. Selain itu, tim peneliti juga mewawancarai beberapa
pihak untuk mendapatkan data lanjutan. Dalam melakukan wawancara, tim peneliti
menggunakan pedoman dan daftar pertanyaan wawancara yang telah disusun terlebih dahulu.
Selain melakukan wawancara, untuk memperdalam data, konfirmasi dan mendapatkan
masukkan tim peneliti juga mengadakan Focus Group Discussion (FGD).



BAB Il
DESKRIPSI PERMASALAHAN

2.1. Fungsi Putusan
Putusan pengadilan merupakan suatu hasil mufakat musyawarah Hakim yang menjadi

produk dari pengadilan. ® Ketika putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka
memiliki implikasi putusan tersebut dapat segera dieksekusi.* Pada perkara pidana, putusan
pemidanaan merupakan bentuk hukuman pemidanaan kepada seorang terdakwa yang berisi
perintah untuk menghukum terdakwa. Selain itu, putusan juga bisa menentukan apakah
seorang terdakwa memang tidak terbukti melakukan tindak pidana, perbuatannya bukanlah
suatu perbuatan tindak pidana, atau termasuk ruang lingkup perkara perdata.

Pada perkara perdata, putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki
kekuatan eksekutorial. Sehingga dampak dari putusan Hakim pada perkara perdata tidak jauh
beda dengan fungsi putusan pada perkara pidana, sama-sama bertujuan untuk eksekutorial.
Dari pengertian tersebut, bisa dikatakan bahwa fungsi utama dari putusan pengadilan adalah
untuk kepentingan eksekutorial para pihak berpekara.

Selain untuk kepentingan para pihak, putusan pengadilan juga memiliki fungsi publik.
Pada putusan MA, putusan memiliki fungsi panutan dan prediktif dimana isi dari putusan
harus bisa memberi tahu masyarakat luas bagaimana MA dalam menerapkan hukum dan
menjadi panutan jika mungkin timbul adanya perkara yang serupa.®

2.2. Minutasi Perkara
Salah satu agenda utama dari pembaruan di MA adalah manajemen perkara.

Manajemen penanganan perkara sendiri merupakan salah satu core bussiness dari MA selaku
pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi. Arah modernisasi manajemen perkara di MA,
dibagi ke dalam 3 (tiga) tahap, yaitu pertama, pengembangan ditujukan kepada keterbukaan
akses informasi dan revitalisasi sistem pelaporan yang terkait dengan putusan pengadilan.
Kedua, modernisasi manajemen peradilan yang berorientasi pada pelayanan dan
memanfaatkan teknologi dan informasi. Ketiga, modernisasi manajemen perkara harus
berorientasi pada pelayanan pihak-pihak terkait dalam proses perkara di pengadilan.®

Tujuan dari modernisasi manajemen perkara ini untuk memudahkan publik ketika
berurusan dengan birokrasi pengadilan dan efisiensi serta efektivitas pengelolaan perkara
untuk menghadapi beban kerja di lapangan.” Mahkamah Agung sendiri sudah menetapkan

3 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang
Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), him. 347.

4 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian
dan Putusan Pengadilan), (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), him. 230.

5 Sebastian Pompe, Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung, (Jakarta: LelP, 2012), him. 623.

6 Mahkamah Agung RI, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, (Jakarta: Mahkamah Agung RI,
2010), him. 36.

’Ibid, him. 39.



indikator Kkinerja utama penanganan perkara, yaitu pertama rasio produktivitas memutus
perkara antara jumlah perkara putus dengan beban perkara di atas 70 % dan sisa perkara 30 %
pada satu periode. Kedua, rasio penyelesaian perkara antara jumlah perkara masuk dan keluar
dalam satu periode pelaporan minimal 100 %. Ketiga, rata-rata waktu memutus dan minutasi
perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang (UU). Keempat,
menurunnya jumlah sisa dan tunggakan perkara.®

Melihat laporan tahunan MA tahun 2014, rasio produktivitas memutus perkara MA
adalah 76,62 % dengan sisa perkara sebesar 23,38 %. Rasio produktivitas ini meningkat
5,20 % jika dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio tersebut merupakan capaian tertinggi MA
dalam kinerjanya selama sepuluh tahun terakhir. Capaian kinerja tersebut juga didukung
dengan adanya sistem pembacaan serentak berdasarkan SK ~KMA  Nomor
119/KMA/SK/VI11/2013. Meningkatnya produktivitas MA dalam memutuskan perkara,
berkorelasi dengan penyelesaian beban minutasi perkara. Pada akhir Februari 2015,
tunggakan minutasi perkara di MA mencapai angka 9000-an.’

Proses minutasi di MA membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Pada tahun 2014, MA
mampu menyelesaikan proses minutasi di bawah enambulan hanya sebanyak 29,05 % dari
13.069 perkara. Lalu 43,97 % diselesaikan dalam rentang waktu 6 sampai dengan 12 bulan,
sedangkan sisanya sebanyak 27,99% dimunitasi lebih dari setahun.'® Rata-rata waktu yang
dibutuhkan MA untuk menyelesaikan perkara dari proses diterimanya di Biro Umum MA
hingga dikirimkan kembali ke pengadilan pengaju membutuhkan waktu 528 hari dimana
proses minutasi perkara (dari tahap persiapan pembuatan putusan hingga dikirimkan ke
pengadilan pengaju) membutuhkan waktu 243 hari.!! Sedangkan proses minutasi terbanyak
berada di selang waktu 6 hingga 12 bulan, bisa dikatakan bahwa proses terlama penyelesaian
perkara ada di proses minutasi MA.

Percepatan memutus dan minutasi perkara merupakan salah satu indikator
keberhasilan MA dalam melakukan manajemen perkara. Ketua MA menjadikan penyelesaian
minutasi perkara sebagai target prioritas kerja di tahun 2015 ini. Putusan MA sendiri baru
bisa dipublikasikan seutuhnya ketika proses minutasi sudah selesai. Selama proses minutasi,
para pihak hanya bisa mengetahui amar singkat putusannya. Pada proses memutus perkara,
MA sudah melakukan terobosan seperti sistem pembacaan serentak, namun MA perlu
melakukan sesuatu terobosan terhadap penyelesaian minutasi perkara agar penyelesaian
minutasi perkara juga lebih efektif. Sehingga lama waktu penyelesaian minutasi perkara bisa
jauh lebih cepat dengan adanya terobosan-terobosan tersebut.

8 Mahkamah Agung RI, Ringkasan Laporan Eksekutif Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 2014,
(Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2015), him. 6.

® “Ketua MA Canangkan Tahun 2015 Sebagai Tahun Minutasi” dimuat di dalam
http://Kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/kegiatan/1045-ketua-ma-canangkan-tahun-2015-sebagai-tahun-
minutasi.html yang diunduh pada tanggal 4 Mei 2015 pada pukul 09.30 WIB.

O1pid, him. 9.

1L elP, Kertas Kerja Penyempurnaan Prosedur dan Penetapan Target Kinerja Penanganan Perkara
pada Mahkamah Agung RI, (Jakarta: LelP, 2014), him. 9.


http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/kegiatan/1045-ketua-ma-canangkan-tahun-2015-sebagai-tahun-minutasi.html
http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/kegiatan/1045-ketua-ma-canangkan-tahun-2015-sebagai-tahun-minutasi.html

Mahkamah Agung di akhir tahun 2014 membuat
memperbarui mengenai jangka waktu penanganan perkara.
ditetapkan untuk penyelesaian minutasi perkara:*2

salah satu terobosan yaitu
Berikut jangka waktu yang

Nomor Tahapan

Jangka Waktu

1 Penyusunan konsep putusan input data pada
template putusan berdasarkan dokumen eletronik
yang tersedia. Dapat dimulai sejak dokumen
elektronik diterima, khususnya bagi perkara khusus,
sehingga konsep putusan sudah tersedia ketika hari
musyawarah ucapan.

Selama masa pembacaan
berkas.

2 Mengidentifikasi berkas perkara untuk melihat
kemungkinan konflik kepentingan sesuai diatur
dalam UU, dan menyatakan menolak untuk
memeriksa berkas perkara dan mengembalikan
berkas ke Ketua Kamar (melalui Ketua Majelis).

7 hari (perkara umum)/ 1
hari (perkara yang menarik
perhatian publik).

3 Membaca dan memeriksa berkas perkara, | 90 hari (perkara umum)/9
memberikan pendapat dalam lembar pendapat | hari (perkara khusus yang
(adviesblad). ditentukan UU)/ 60 hari

(perkara menarik perhaian
publik).

4 Menyampaikan rol sidang dari asisten Ketua Majelis | H-7 sebelum hari sidang
kepada anggota Majelis Hakim dan Panitera | musyawarah dan ucapan.
Pengganti.

5 Persidangan musyawarah dan ucapan. Anggota
Majelis Hakim membawa lembar pendapat
(adviesblad).

1 hari.

Penandatanganan rol hasil sidang.

Penyampaian rol sidang kepada Ketua Kamar.

Publikasi informasi perkara (one day publish).

1 hari (maksimal 24 jam
setelah muscap).

Ol N O

Penyampaian rol hasil sidang ke Panitera Muda
dengan tembusan ke Kepaniteraan MA.

3 hari  (untuk perkara
umum)/1 hari (untuk perkara
khusus yang ditentukan
Uu).

10 Melengkapi konsep putusan berdasarkan hasil
musyawarah ucapan dengan menambahkan hukum
dan amar.

9 hari (perkara umum)/1
hari (perkara khusus atau
yang menarik perhatian
publik).

11 Koreksi oleh Panitera Pengganti.

30 hari (perkara umum)/1
hari (perkara khusus atau
yang menarik  perhatian
publik).

12 Mahkamah Agung RI, Surat Keputusan Mahkamah Agung

RI' Nomor 214/KMA/SK/XI11/2014

Tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
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Nomor Tahapan Jangka Waktu

12 Koreksi oleh Hakim Agung P1. 20 hari (perkara umum)/2
hari (perkara khusus atau
yang menarik  perhatian
publik).

13 Koreksi oleh Ketua Majelis. 20 hari (perkara umum/2
hari (perkara khusus atau
yang menarik  perhatian
publik).

14 Penandatanganan dokumen putusan. 7 hari (perkara umum/ 1 hari
(perkara khusus atau yang
menarik perhatian publik).

15 Pembuatan salinan putusan. 9 hari (perkara umum/ 1 hari
(perkara khusus atau yang
menarik perhatian publik).

16 Unggah dokumen eletronik putusan pada direktori | 3 hari (perkara umum)/1

putusan. hari (perkara khusus atau
yang menarik  perhatian
publik).

Melihat perubahan aturan tersebut, terdapat dua hal pembaruan mengenai minutasi
perkara. Pertama, aturan ini lebih detail mengenai tahap-tahap minutasi serta jangka waktu
dari tiap tahapan, sehingga aturan baru ini memberikan pedoman yang lebih detail bagi
Panitera dan Hakim Agung ketika melakukan minutasi perkara. Kedua, template putusan
sudah disediakan sejak masa pembacaan berkas perkara, sehingga Majelis Hakim dan
Panitera Pengganti tinggal menyusun isi putusan di format yang sudah tersedia. Perubahan
ini bisa menjadi salah satu solusi untuk mempercepat proses minutasi perkara, karena aturan
tersebut belum dijelaskan pada aturan sebelumnya, sehingga sering kali operator mengetik
keseluruhan bagian putusan ketika proses minutasi. Dengan adanya aturan ini, diharapkan
proses pengetikan berkas perkara tidak perlu dibebankan setelah pembacaan putusan, karena
Panitera Pengganti dan operator sudah menyusun isi putusan sejak berkas perkara dibagikan,
dan mereka hanya tinggal melengkapi isi putusan ketika putusan sudah dibacakan.Namun
perlu diperhatikan, meskipun ada suatu terobosan mengenai jangka waktu minutasi, tetapi
para Panitera masih memiliki kendala dalam pengetikan. Format putusan MA saat ini,
berpengaruh terhadap lama proses pengetikan. Sehingga penyederhanaan format putusan MA
menjadi suatu kebutuhan saat ini.

2.3. Format Putusan
Dalam rangka mengurangi beban kerja dari Panitera dan Hakim Agung dalam

melakukan proses penyelesaian perkara, penyederhanaan format putusan bisa menjadi salah
satu faktor untuk mempercepat proses minutasi perkara. Dengan adanya penyederhanaan
format putusan, maka akan mempercepat proses pengetikan putusan pengadilan oleh Panitera
Pengganti dan operator. Apalagi saat ini Panitera Pengganti dan operator hanya mempunyai
waktu sembilan hari kerja untuk mengetik hasil musyawarah di dalam putusan pengadilan.
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Dalam studi pendahuluan (preliminary research), terhadap putusan MA selama lima
tahun terakhir sebanyak 150 putusan ditemukan beberapa permasalahan sbb.

a. Minimnya Bagian Pertimbangan dan Amar Putusan Hakim

Format putusan MA saat ini kurang mengakomodir mengenai bagian pertimbangan
dan amar putusan MA. Dalam hal ini, tim peneliti mencoba mengidentifikasi 150 putusan
MA yang terdiri dari putusan pidana, perdata, agama, dan TUN. Dari identifikasi tersebut,
hanya 12 putusan yang bagian pertimbangan serta amar putusannya melebihi dari 5 halaman.
Jika dihitung berdasarkan perbandingan antara bagian pertimbangan dengan keseluruhan
putusan, bagian pertimbangan hakim hanyalah sebanyak 12 % dari total keseluruhan halaman
di putusan MA (rata-rata halaman putusan MA yang diidentifikasi sebanyak 34 halaman)

Sedangkan 88 % nya hanya memuat bagian-bagian dari putusan dan pengadilan
sebelumnya. Jika buah pemikiran Hakim Agung hanyalah sebanyak 12% dari total putusan,
maka bisa dikatakan Maka putusan MA saat ini tidak efektif, terlalu banyak halaman yang
digunakan untuk bagian lainnya.

b. Format Putusan yang Tidak Konsisten

Berdasarkan putusan yang ditelusuri, masih ditemukan ketidakkonsistenan dalam
Format Putusan MA. Hal tersebut terjadi antara putusan kasasi yang sejenis atau dalam
putusan yang sama. Misalnya margin kiri pada bagian alasan kasasi dibuat sangat menjorok
ke bagian kanan sehingga menambah jumlah halaman.  Dengan menjoroknya paragraf
tulisan tersebut, menjadikan isi putusan memakan banyak halaman. Padahal jika ditulis
dengan margin yang rapi bisa lebih menghemat banyaknya halaman.

c. Banyaknya Pengulangan Bagian di dalam Putusan

Pengulangan bagian yang sudah dicantumkan di bagian sebelumnya dan diulang
kembali di bagian lainnya. Dalam putusan pidana dan perdata yang diidentifikasi, banyak
ditemukanpengulangan bagian pada suatu putusan. Dari putusan perdata yang diidentifikasi,
terdapat 44 dari 50 putusan yang masih adanya pengulangan bagian (88%). Pengulangan di
bagian perdata lebih sering digunakan ketika pencantuman perincian objek gugatan, maupun
penjelasan mengenai harta bersama. Pengulangan bagian ini menjadi tidak efektif karena
menjadikan isi putusan ini menjadi semakin panjang.

Dari putusan pidana yang diidentifikasi terdapat 38 dari 50 putusan yang masih
adanya pengulangan (76%). Pengulangan bagian putusan pidana biasanya ditemukan pada
pencantuman barang bukti dari tiap amar putusan pengadilan tingkat sebelumnya. Rincian
barang bukti yang sebelumnya sudah tercantum dalam bagian tuntutan kembali diulang di
bagian amar putusan pengadilan tingkat pertama, amar putusan pengadilan tingkat banding,
hingga amar putusan yang dibuat oleh MA (kasasi dan peninjauan kembali).

Pengulangan tersebut dikarenakan adanya aturan dalam KUHAP mengenai bagian-
bagian apa saja yang harus dimuat dalam suatu surat putusan pemidanaan. Frasa “surat
putusan pemidanaan...” dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP dapat diartikan sebagai surat
putusan pemidanaan yang dibuat oleh pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan
tingkat kasasi atau peninjauan kembali.
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Tabel 1.1 Rata-rata Persentase Jumlah Halaman Produk MA dalam Suatu Putusan
(Berdasarkan Jenis Putusan)

120

100

80

M Jumlah Halaman Keseluruhan

60 (dalam %)
M Jumlah Halaman Produk MA (
dalam %)
40
20 14
11 10

o |

Pidana TUN Perdata

Tabel 1.2 Rata-rata Persentase Jumlah Halaman Produk MA dalam Diagram

M Jumlah Halaman Bagian Lain
M Jumlah Halaman Produk MA

Catatan: Persentase ini dibuat berdasarkan 150sampel putusan MA (pidana, TUN, perdata)
periode 2011-2015

2.4. Hambatan dalam Hukum Acara
Jika berbicara mengenai format putusan perkara pidana, tidak akan terlepas dari

pengaturan mengenai format putusan yang sudah tercantum secara jelas di dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pengaturan mengenai format putusan pemidanaan
dalam KUHAP dapat dilihat pada Pasal 197 ayat (1)-nya, yang berbunyi:
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“Surat putusan pemidanaan memuat:

a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA™;

b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat
tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;

c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;

d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat
pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan
kesalahan terdakwa;
tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;

f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan
pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai
keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah Majelis Hakim kecuali perkara diperiksa oleh
Hakim tunggal;

h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan
tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang
dijatuhkan;

i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang
pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;

j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya
kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;

k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

I. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama Hakim yang memutus dan nama
Panitera.”

Dalam ayat (2)-nya dijelaskan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1)
huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan | pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Bunyi
ayat kedua ini kemudian diubah melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-
X/2012 menjadi “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, dan |
pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut
menyatakan bahwa Pasal 197 ayat (2) huruf “k” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Hal ini berarti bahwa ketiadaan perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan
atau dibebaskan dalam suatu putusan pemidanaan sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 197
ayat (1) huruf k KUHAP tidak mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum.

Frasa “surat putusan pemidanaan....” dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP di atas dapat
diartikan sebagai surat putusan pemidanaan yang dibuat oleh semua tingkatan peradilan
sesuai dengan kewenangan mengadilinya masing-masing, yaitu pengadilan tingkat pertama,
pengadilan tingkat banding, serta Mahkamah Agung yang mempunyai kewenangan
mengadili permohonan kasasi dan permohonan peninjauan kembali. Sehingga aturan Pasal
197 KUHAP juga berlaku bagi putusan-putusan pemidanaan yang dibuat oleh Mahkamah
Agung, vaitu putusan kasasi dan putusan peninjauan kembali. Hal ini dapat dilihat dari
Panduan Manual Penyusunan Putusan Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara
Pidana Umum dan Pidana Khusus yang masih bagian dari lampiran SK KMA Nomor
155/KMA/SK/X11/2012. Dalam panduan tersebut, format putusan perkara pidana, baik
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pidana umum maupun pidana khusus, pada tingkat kasasi dan tingkat peninjauan kembali,
dibuat dengan tetap menyesuaikan dengan aturan yang terdapat dalam Pasal 197 KUHAP,
yaitu dengan rincian format sebagai berikut:
A. Kepala Putusan dan Irah-Irah
B. Identitas Terdakwa
C. Riwayat Perkara
Urutan untuk putusan kasasi perkara pidana adalah:
(1) riwayat penahanan,
(2) dakwaan,
(3) tuntutan,
(4) putusan pengadilan tingkat pertama,
(5) putusan pengadilan tingkat banding,
(6) riwayat pengajuan kasasi, dan
(7) alasan-alasan kasasi.
Sementara untuk putusan peninjauan kembali perkara pidana adalah:
(1) dakwaan,
(2) tuntutan,
(3) putusan pengadilan tingkat pertama,
(4) putusan pengadilan tingkat banding,
(5) putusan pengadilan tingkat kasasi,
(6) riwayat pengajuan peninjauan kembali dan
(7) alasan-alasan peninjauan kembali.
D. Pertimbangan Hukum dan Dissenting Opinion.
E. Amar Putusan.
F. Paragraf Penutup dan Tanda Tangan Majelis Hakim serta Panitera Pengganti.

Karena KUHAP sudah mengatur format putusan pemidanaan, dimana aturan ini juga
berlaku untuk putusan pemidanaan yang dibuat oleh Mahkamah Agung, maka format putusan
perkara pidana tingkat kasasi dan tingkat peninjauan kembali juga tetap mencantumkan
bagian-bagian putusan yang disebutkan dalam KUHAP, yaitu dalam Pasal 197 ayat (1)-nya.

2.5. Renvoi Pada Putusan Mahkamah Agung
Dalam dunia peradilan, ada adagium bahwa mahkota hakim ada dalam putusannya.

Putusan tidak hanya amarnya saja, tetapi dari irah-irah 'Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa' hingga titik di halaman terakhir. Sebagai sebuah mahkota,
putusan Hakim semestinya menghindari dari kesalahan ketik yang bersifat typo, walaupun
kesalahan itu adalah kesalahan ketik yang tidak mempengaruhi makna. Oleh karena itu jika
kekeliruan yang bersifat “typo”, maka ada mekanisme perbaikan. Di pengadilan Indonesia,
koreksi terhadap kekeliruan redaksi putusan disebut dengan “renvoi”. Prosedur
renvoi dilakukan dengan mencoret redaksi putusan yang keliru kemudian diganti dengan
redaksi yang benar. Pada margin Kiri putusan yang keliru tersebut kemudian diberi
keterangan tentang adanya perbaikan tersebut dan ditandatangani oleh Majelis Hakim. Dalam
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praktik renvoi dikenal beberapa istilah seperti sah coret ganti, sah coret tambah, dan lain-
lain.®

Putusan kasasi yang salah ketik cukup banyak, namun yang menyita perhatian
terdapat dalam beberapa putusan kasasi yang terkait dengan Yayasan Supersemar, Susno
Djuaji dan kasus Pendeta yang berzina dengan seorang biarawati. Pada 2009 lalu, Majelis
Hakim MA menghukum Yayasan Supersemar untuk membayar kepada negara sebesar 75
persen dari US$ 420 ribu yaitu US$ 315 dan 75 persen dari Rp 185 miliar yaitu Rp 139 miliar.
Namun dalam amar putusan, Hakim salah ketik. Jumlah nol dalam denda itu kurang tiga
sehingga besaran denda itu menjadi hanya Rp 185 juta saja. Padahal, seharusnya denda yang
harus dibayar Supersemar adalah Rp 185 miliar. Akibat kesahalan ini, jaksa tidak bisa
mengeksekusi putusan denda ini.t*

Dalam kasus Susno Duadji terdapat juga kesalahan dalam pengetikan nomor perkara.
Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 35/PID/TPK/2011/PT.DKI dalam amarnya tertulis,
“Dengan itu mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1288/Pid.B/2010/
PN.Jkt.Sel...”, sedangkan nomor putusan Susno adalah No. 1260/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.
Secara formil administrasi, memang putusan Pengadilan Tinggi mengandung masalah,
sehingga nuansa copy paste sangat kental, tetapi secara materiil substantif putusan tersebut
tidak terdapat kesalahan. Masalah kesalahan ketik ini pernah dibahas oleh Mahkamah
Konstitusi dalam putusannya Nomor 69/PUU-X/2012, menurut Mahkamah Konstitusi
kesalahan ketik tidak menyebabkan putusan batal demi hukum.

Kesalahan ketik juga ditemukan dalam putusan Nomor 1164 K/Pid/2012 dengan
terdakwa Pendeta AAP. Kasus ini merupakan kasus perzinaan seorang pendeta di sebuah
gereja di Bekasi ke pengadilan karena diduga berselingkuh dengan bendahara gerejanya.
Pada 1 Maret 2011, Pengadilan Negeri (PN) Bekasi menjatuhkan hukuman kepada AAP
selama 5 bulan penjara. Hukuman ini diperberat menjadi 6 bulan penjara oleh Pengadilan
Tinggi (PT) Bandung pada 19 Maret 2012. Atas vonis itu, AAP mengajukan kasasi tetapi
permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima. Dalam pertimbangan kasasidi halaman 5
tertulis: “Menimbang, bahwa terdakwa/termohon telah didakwa melanggar Pasal 284ayat (1)
huruf a KUHP, yang mana perkara pidana tersebut diancam dengan pidana penjara paling
lama sembilan tahun, maka berdasarkan pasal 45 A ayat 2 huruf b UU No 5 Tahun 2004
tentang Mahkamah Agung, perkara tersebut tidak dapat dimohonkan kasasi, karenanya
permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.”*°Seharusnya sesuai dengan
Pasal 45 A ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2004yang telah diubah dengan
Undang-Undang No. 3Tahun 2009tentang Mahkamah Agung telah menentukan bahwa
terhadapperkara pidana yang ancaman hukumannya paling lama satutahun tidak dapat
diajukan kasasi, maka perkara a quo tidakmemenuhi syarat diperiksa ditingkat kasasi karena
ancaman hukumanPasal 284 KUHP adalah selama-lamanya sembilan bulan.

13 “Melihat Cara Pengadilan Federal Australia Meralat Kesalahan Ketik Putusan™:, dalam

http://Kepaniteraan. mahkamahagung.go.id/laporan-magang-fca-2014 diunduh 8 Mei 2015.

14 «“Pytusan Supersemar Salah Ketik Hakim tak Kaget”, dalam http://nasional.tempo.co, diunduh 8 Mei
2015.

15 “Ancaman Pidana 9 Bulan Ditulis 9 Tahun, MA salah Ketik?”, dalam http://news.detik.com
/read/2014/ 10/22/095329/2726188/10/. Diunduh 7 Mei 2015.
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Terjadinya berbagai kasus kekeliruan (salah ketik) dalam putusan Hakim, semestinya
tidak perlu terjadi. Suatu putusan Hakim harus tepat dan benar, baik substansi maupun
formalitasnya karena putusan Hakim, di samping harus memenuhi aspek keadilan dan
kemanfaatan, juga harus memenuhi aspek kepastian hukum. Jika putusan Hakim salah,
kepastian hukum akan terabaikan. Putusan Hakim merupakan konkretisasi hukum, karenanya
isi putusan tersebut harus benar, tepat, pasti dan tidak mengandung kesalahan (kecacatan).

Tuntutan yang begitu tinggi atas isi dan formalitas putusan Hakim adalah wajar,
mengingat putusan Hakim dipertanggungjawabkan kepada banyak pihak, antara lain:

1. Pertama, putusan Hakim dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Hal itu tersurat dari
bunyi kepala putusan, yaitu demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Karena dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, putusan Hakim harus benar dan pasti.

2. Kedua, putusan Hakim dipertanggungjawabkan kepada pengadilan yang lebih tinggi,
yaitu Pengadilan Tinggi (PT) dan MA. Jika putusan Hakim salah, ada kemungkinan
putusan tersebut dibatalkan oleh pengadilan lebih tinggi. Demikian pula jika suatu
putusan Hakim tidak dipertimbangkan, merupakan alasan bagi Hakim yang lebih tinggi
untuk membatalkan putusan tersebut.

3. Ketiga, dipertanggungjawabkan kepada para pihak dan masyarakat. Putusan Hakim harus
dapat diterima oleh pihak yang berperkara (penggugat dan tergugat dalam perkara perdata;
terpidana dan penuntut umum dalam perkara pidana). Sedapat mungkin putusan Hakim
juga dapat diterima masyarakat luas. Jika putusan Hakim salah dan berakibat batal demi
hukum, berarti melanggar keadilan masyarakat. Misalnya, terdakwa dinyatakan bersalah
dan dihukum, tapi karena isi putusan salah sehingga putusan tidak dapat dilaksanakan,
berarti melanggar keadilan masyarakat. Sebaliknya, jika terdakwa dinyatakan tidak
bersalah tapi kemudian salah ketik menjadi dihukum atau terjadi kesalahan
dalam pengetikan jumlah hukuman, berarti keadilan terpidana terlanggar.

4. Keempat, dipertanggungjawabkan kepada ilmu pengetahuan. Suatu putusan Hakim, di
samping bersifat etis juridis juga bersifat ilmiah. Artinya, putusan tersebut nantinya akan
dianalisis dan dipelajari oleh dunia akademis untuk pengembangan ilmu pengetahuan
hukum. Sudah menjadikelaziman bahwa teori hukum ditunjang oleh praktik hukum. Jika
suatu putusan Hakim salah ketik, para teoretis hukum akan menilai pembuat putusan
bekerja "serampangan”. Putusan yang kontroversial atau keluar dari rel hukum, akan
membingungkan dan bahkan mengacaubalaukan dunia ilmu hukum.

Melihat ketatnya pertanggungjawaban putusan, seharusnya Hakim berhati-hati dalam
membuat putusan. Putusan harus disusun dan dipertimbangkan berdasarkan hukum secara
cermat dan akurat sehingga kesalahan ketik dalam penulisan, nama orang, pasal, ancaman
dan hukuman (dalam hitungan hari, bulan, dan/atau tahun)tidak terjadi.

Berbagai kesalahan dalam pengetikan dalam putusan kasasi di atas, pada dasarnya
dapat diasumsikan oleh beberapa hal, salah satunya adalah ketidakcermatan dalam menyusun
putusan. Ketidakcermatan tersebut dilatarbelakangi oleh prosedur di dalam finalisasi putusan
yang selesai diketik tidak dilakukan validasi secara berjenjang. Sungguhpun Mahkamah
Agung telah mengeluarkan SK Nomor 119/KMA/SK/VI11/2013 tentang Penetapan Hari

16 Indah Wahyuni, Memperbaiki Salah Ketik Putusan Hakim. Dalam www.library.ohiou.edu, diunduh
3 Mei 2015.
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Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung RI, dan Keputusan Ketua MA Nomor
214/KMA/SK/XI11/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada MA, namun masih
dirasakan dalam implementasinya belum berjalan secara memadai.

Selain itu, dalam proses penyusunan putusan kasasi, format penyusunan yang
memungkinkan terjadinya kesalahan dalam pengetikan terjadi pada penyusunan identitas,
posita, eksepsi/rekonvensi, amar putusan pengadilan tingkat pertama, amar putusan banding,
alasan kasasi, pertimbangan, dan amar (dalam perkara perdata) dan identitas terdakwa/para
terdakwa, riwayat penahanan, dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum,
amar putusan Pengadilan Negeri, amar putusan Pengadilan Tinggi, keterangan tentang siapa
(siapa saja) yang mengajukan permohonan kasasi serta waktu permohonan diajukan,
keterangan tentang kapan memori kasasi diajukan dan alasan permohonan kasasi,
pertimbangan Mahkamah Agung, amar putusan, keterangan tentang waktu musyawarah
Majelis Hakim, susunan Majelis, waktu pembacaan putusan, Panitera Pengganti dan
informasi tentang kehadiran/ketidakhadiran pemohon dan termohon, dan kolom tanda tangan
Majelis Hakim dan Panitera Pengganti (dalam perkara pidana).
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BAB IlI
EKSPLORASI ALTERNATIF SOLUSI

Melihat dari pendapat yang diutarakan dari kalangan internal MA dan Sarjana Hukum
lainnya, penyederhanaanformat putusan merupakan suatu kebutuhan bagi MA.
Penyederhanaan akan memberikan dampak bagi proses minutasi perkara. Selain itu kalangan
internal MA juga mendukung penyederhanaan format putusan untuk menghilangkan bagian-
bagian yang dianggap tidak perlu.

3.1Pengalaman Pengadilan di Masa Lalu

3.1.1. Perdata Umum

Putusan Mahkamah Agung dalam bidang perdata umum dapat dilacak sejak tahun
1950. Pada tahun-tahun tersebut putusan ditulis dengan format penulisan putusan yang
berbeda dengan putusan MA saat ini. Misalnya, dalam cara penulisan nomor putusan ditulis
di samping kiri naskah putusan dan di dalam kepala putusan ditulis Atas Nama Keadilan.
Penulisan identitas ditulis dengan mencatumkan alamat desa, kecamatan dan kabupaten. Hal
ini menunjukkan bahwa penulisan identitas tidak serinci putusan-putusan saat ini.

Penelurusan data terhadap putusan Mahkamah Agung pada tahun-tahun awal tersebut
dilakukan di gedung arsip Mahkamah Agung. Dengan berbagai tantangan menuju gedung
arsip tersebut, diantaranya lama mengakses Ruang Arsip sangat terbatas karena tidak tersedia
sarana untuk menelaah putusan secara memadai dan ketersediaan waktu Arsiparis di dalam
melayani peneliti “membiarkan” melacak putusan-putusan MA disebabkan tugas Arsiparis
yang padat, telah menjadi tantangan tersendiri di dalam mengoleksi putusan Mahkamah
Agung pada masa lalu.

Namun demikian, sebagai langkah awal telah terkumpul beberapa putusan Mahkamah
Agung dalam bidang perdata umum sebagai berikut:

Tabel 1.3 Putusan Mahkamah Agung Bidang Perdata

No Nomor Jenis Perkara Jumlah Jumlah Amar Banyak
Perkara halaman halaman Putusan | pengulangan

keseluruhan | produk MA kutipan

(pertimbangan bagian

hukum, amar)
1 | 5K/Sip./1954 | Perdata/tanah | 5 halaman | 1 halaman Tolak | Tidak ada
pengulangan

2 |31 Perdata/tanah | 6 halaman | 2 halaman tolak Tidak ada
K/Sip/1954 pengulangan

3 179 Perdata//tanah | 5 halaman | 2 halaman NO Tidak ada
K/Sip./1954 pengulangan

4 | 433 Perdata/Waris | 8 halaman | 1 halaman NO Tidak ada
K/Sip./1959 pengulangan

Sumber : Hasil penelusuran Putusan MA di Gedung Arsip MA
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Data putusan tersebut masih belum lengkap terutama jika dilihat dari segi variasi perkara dan
amar putusan. Pada tahap berikutnya perlu dilengkapi dengan perkara-perkara lain dengan
variasi amar, misalnya amar kabul.

Berdasarkan data putusan dalam tabel 1 di atas, peneliti menemukan beberapa bentuk
penyederhanaan format putusan dalam beberapa segi, yaitu :

a. Meringkas dalil gugatan. Setelah pencantuman identitas, putusan MA mengulas secara
ringkas dalil gugatan yang diajukan oleh pemohon kasasi. Perkara perdata yang objek
sengketanya berupa tanah dan harta waris penyebutan jumlah dan luas serta batas-batas
objek sengketa tidak dirinci tetapi merujuk pada surat gugatan yang diajukan penggugat.
Dalam gambar di bawah ini dapat dijelaskan mengenai hal tersebut.

Gambar 1.1 Putusan Perdata MA pada tahun 1959

ATAS BAMA KBADIIAN !
MAHEKAMAH AGUXNG

l mengadili dalem tingkaten kssesi telah mendjatuhkesn

i

putusan setmgai berikut dalam perkara:
teg.No.433 K/8ip./1959.~ 1. ENAH dsn 2. LUT O, ke-dua2-

nja bertempat tinggsl didess Randu-cgur
ketjamatan Randu-egung, kawedenan Kle-
k=h, ksbupaten lumadjeng, penggugat un-
tuk kmsasi, dabulu tergugst2-terbending
melawan:

1. A I T I dan 2. S A P I A H, ke-

duaZ-njs bertempet tingssl didesa Randu
sgurg tersebut, tergugnt? dslem kessai,
dahulu penggugat2-pembanding;

Mahksmah Agung tersebut;

Melihat surat? jang bersangkuten;

Menimban g bahwa dari suret2 tersebut ternjata,
bahwa sekarang tergugsat? delam kasasi sebsgail penggu—
gat2-esli telsh menggugat selnreng penggugat? untuk
Xasasi sebagai tergugat2-asli dimuks Pengadilan Kegers
Iumad jeng pade pokoknja atas dalil, bahwa sekirs 8 bu-
lan jang lalu didesa Randu-egung telsh meninggal duniz
seorang bernams IAMAN alisms PAK MITRO dengsn meningen:
ken shliwarie ketiga ansaknjs, jaitu penggugat?-asli dr

i et RABINMAE sliss B.H.DULHAMID, serta sebidang sawah dan
sebideng pekarsngan jeng hingee kini belum terbagi di-
antars shliwerisnjsa; bahwa kemudian pads tangsnl 9 Se)
tember 1953 Rabimsh alias E.H.Dulbamid tersebut menin
gal dunia dengan tidak mempunjai/ateupun ehliwaris,
ketjuali tergugat-asli ke 1 jang mengaku dirinja sebda.

—£=i
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b. Meringkas memori kasasi.

C.

3.1.2. Perdata Agama

Putusan Mahkamah Agung di bidang perdata agama ditemukan mulai tahun 1979.
Pada tahun-tahun sebelumnya, putusan Mahkamah Agung untuk perdata agama tidak
ditemukan hal ini berkaitan dengan politik hukum negara terhadap eksistensi peradilan agama
pada masa Orde Baru.
Data putusan MA bidang perdata agama diperoleh dari gedung arsip Mahkamah
Agung. Pada tahun-tahun tersebut, putusan kasasi MA banyak diajukan oleh pemohon kasasi
dari Provinsi Aceh dengan beragam putusan MA mengenai waris, wakaf dan juga sengketa

perkawinan. Hasil penelusuran data terhadap putusan MA dalam bidang perdata agama
tercantum dalam tabel di bawah ini.

122

gei anak engkatnja; bahwa almarhum Laman alias Pak

Mitre tersebut meninggalkan barang? sebagai tersebut

dalam suret gugat den uang pindjemsn pads pars tergu-

gat-asli sebesar Ep.11.030.-; babwa barsng? peningesls

alsmrhum Laman alias

Dulhamid jang sekarang mendjadi

Pak Mitro dan Habinah alias B.H.

sengketa daikuasai olel

parse tergugat-esli, jang meskipun sudah sering dimints

oleh penggugat?-asli aksn tetapi tidak berhasil, meka

oleh karena demikian penggugatZ-asli menuntut supeja

Pengadilen Negeri Lumadjeng:

Primair:

a. Menetapkan para penggugst sebagai ahliwaris dari

almarbum Lamen alias

alias B.H.Abdulhamid;

b. Menj

‘bars ng2
éan dari almarhum lLemsn alias

Pak Mitro dan almarhum Eabinal

a1 I a/b sebagni wari-
Fak Mitro dan barang:

41 II a-b-c-d-e-f-g sebagai warisan dari almarbum

Rabinah aliss B.H.Dulhsmid, jeng keduanje belum di-

bagi sebagai-mans mestinje;

lo

. Memerintahkan para tergugat supejs menjerahksn be—

rang? warisan dari almarhum Leasen alias Pak Mitro

serenta dari merhum Rabinah alise B.H.Abdulhamid

pads pare penggugat sebagai para ahliwaris jang

berhak ;

4. Beeja menurut hukum;

Subsidiairs:

Djika tergugat ke I adsleh termjata aenak angkat

aari Rabansh aliss B.H.Abdulhamid:

1. para

alias Pak Mitro;

t sebagai ehliwaris Lamen

Meringkas pertimbangan dalam perkara yang pengajuan kasasinya telah melampaui 14
hari.

Tabel 1.4 Putusan Mahkamah Agung Bidang Perdata Agama

No Nomor Jenis Perkara Jumlah Jumlah Amar Banyak
Perkara halaman halaman Putusan | pengulangan

keseluruhan | produk MA kutipan

(pertimbangan bagian

hukum, amar)

1|12 Perdata 13 halaman | 4 halaman Kabul | Tidak ada
K//AG./1979 | Agama/Waris pengulangan

2 |24 Perdata 8 halaman | 3 halaman Tolak | Tidak ada
K/AG/1979 | Agama/Wakaf pengulangan

3 |10 Perdata 9 halaman | 2 halaman Tolak | Tidak ada
K/AG./1980 | Agama/Cerai pengulangan
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4 109 Perdata 10 halaman | 2 halaman NO Tidak ada
K/AG./1982 | Agamal/waris pengulangan

6 |1 Perdata 8 halaman | 2 halaman Tolak Tidak ada
PK/AG/1983 | Agama/Cerai pengulangan

Sumber: Hasil penelusuran data di Gedung Arsip MA

Berdasarkan atas hasil penelusuran data terhadap Putusan Mahkamah Agung pada

masa lalu, dapat dilihat bahwa putusan MA pada masa itu memiliki nilai penyederhanaan
dalam format dan substansi putusan. Beberapa aspek penyederhanaan yang teridentifikasi
dalam bidang perdata agama dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

a.

Meringkas dalil gugatan. Dalam putusan kasasi, dasar gugatan tidak diuraikan secara
lengkap, tetapi dibuat ringkasannya. Dalil gugatann atau fundamentum petendi dijelaskan
dengan singkat dasar hukum dan hubungan hukum serta fakta yang menjadi dasar
gugatan. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 184 ayat (1) HIR dan Pasal 195
RBG dan Pasal 23 UU Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan UU
Nomor 35 Tahun 1999 dan Pasal 25 UU Nomor 4 tahun 2004. Berdasarkan ketentuan
tersebut bahwa dalil gugatan cukup berupa ringkasan gugatan tetapi harus jelas dan
dimengerti. Pada beberapa putusan perdata agama tahun-tahun awal (1970-1980-an)
perumusan pokok perkara dalam putusan diringkas dari dalil gugatan dan tidak diambil
alih secara keseluruhan dari gugatan penggugat.

Meringkas objek sengketa. Putusan Kasasi mengenai kewarisan dan wakaf yang acapkali
melibatkan objek sengketa yang banyak tidak diuraikan seluruh rincian objek
sengketanya, tetapi hanya menyebut dan merujuk pada dalil gugat yang diajukan
penggugat. Sedangkan pada putusan MA tahun-tahun sekarang, tampak adanya banyak
pengulangan di berbagai tempat terkait objek yang disengketakan sehingga berpengaruh
terhadap jumlah halaman.Sebagai ilustrasi, dapat dilihat contoh putusan dimaksud
sebagai berikut:

Gambar 1.2 Putusan Perdata Agama MA pada tahun 1982
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WAT v AGUNG
mengadili dalam tingkat kasasi telsh menjatuhkan
keputusan sebagai berikut dalsm perkera :
HAJT PATTMAN, bertempat tinggal di Dasan
Berobot Desa Ranggagata Kecamatan Praya
Barat, Daerah Tingkat II Lombok Tengsh,
Penggugat untuk kasasi dahulu Penggugat/
Terbanding ;
melawan 1
I. BAJI YUSUP,
II. EAJL NAWAW], sama-sama bertempat tinggal
di Dasan Berobot, Desa Ranggagata, Keca
matan Prays Barat tersebut, Tergugat2
dalam kasasi dsbulu Tergugat2/Pembanding
Mahkemah Agung tersebut ;
Melihat surat2 yang bersangkutan ;
Menimbang, behwa dari surat2 tersebut ternyata
behwa sekerang Penggugat untuk kesasi sebagai Pengguga

-
asli telah menggugat sekarang Tergugat2 dalam kasasi

sebagal Tergugat2 asli dimuka persidangan Pengadilan
Agama/Mahkemah Syar‘iyah Praya pada pokoknya atas
dalil-dalil :

bahwa Haji Abd.Kadir telah meninggal dunia pada
tahun 1975 di Dasan Berobot Desa Ranggagata dengan
meninggalkan keturunan/isteri, ysitu
1. Haji Mukminah ( isteri ) ;
2. Haji Fatimah ( anak kandung ) Penggugat asli ;
3. Haji Aminah ( anak kandung ) ;
4. Haji Meksun ( anak kandung ) telah meninggal dunia

pada tahun 1975 ;

L5 visanninnn

-—

3.1.3. Pidana

5. Haji Yusuf ( anak kandung ) Tergugat asli T j
6. Haji Idoar ( ansk kandung ) telah meninggal dunia
pada tahun 1977

7. Haji Navawi ( anak kandung ) Tergugat asli II;

behwa selain itu Haji Abd. Kadir meninggalkan
puls harts benda berups tanah sawah, tanah kebun yang
perinciannys mengenai letak, luss serta momor pipil
dan nomor persil sebagai tersebut dengan jelas dalem
surat gugatan, uang emas, 3 buah bangunan rumah per-
manen yang dibangun diatas tanah miliknya sendiri se-
luas 30 x 30 m2 terletak di Karang Taruna Mataram Lom-
bok Barat, 17 (tujuh belas) ekor sapi/kerbsu dan %
(empat) buah lumbung padi dengan isi £ 4O ton padi
(tersebut ad.b. 1. &/d 37, b. 1. 3/d 10, e. 1. s/4 4);

bahwa harts pusaks tersebut semuanys belum di-
bagi varis kecuali uang emas yang sudah dibagi menurut
hukum, ads dikuasai oleh Tergugat2 asli kecuali tansh
seluas 0.750 Ha. yang diberikan Penggugst asli sebagai
hak pakai;

bahwa penamsan dalam pipil atas nama Tergugat2
2sli dan ssudsra-seudaranya yang lain sdalah semata -
mata sekedar menghindari Landreform dahulu, karenanys
Tergugat2 asli menguasai tanah sawah/tanah kebun ter -
sebut setelah meninggalnya almarhum Haji Abd, Kedir,
sedangkan Tergugat2 asli hanya diberi untuk mengerjs -
kan/diambil manfsatnya tidak lebih mesing-masing 2
sampai 3 Ha. saja

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka
Penggugat asli menuntut kepads Fengadilan Agema/Mahkeme
Syar'iyah Prays sger memberikan keputussn sebagai
berikut

Pada masa paska kemerdekaan (periode 1950-1960an), Mahkamah Agung hanya
memiliki kewenangan mengadili pada tingkat kasasi, sehingga format putusan Mahkamah
Agung yang dapat dikaji pada masa itu hanya format putusan kasasi saja. Berikut adalah
format putusan kasasi pada periode 1950-1960.

A. Kepala Putusan

Bagian ini bertuliskan pernyataan sebagai berikut:
ATAS NAMA KEADILAN
MAHKAMAH AGUNG
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Lalu di samping Kiri dicantumkan nomor putusan.
Gambar 1.3 Putusan Pidana MA tahun 1950
E, m e i
"/ i\-". !
W H 7 ATAS NAMA KEADILAN !
_Reg.No,31 K./Kr./1950.- MAREAMAH AGUNG

mengadili dalom kasasi:

. Riwayat Perkara

Pada bagian riwayat perkara, bagian identitas terdakwa dan tuntutan/dakwaan ditulis

berdasarkan keterangan yang terdapat dalam putusan pengadilan tingkat pertama. Berikut

uraiannya.

(1) Identitas terdakwa
Identitas terdakwa berisi nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan
kedudukannya dalam kasasi (penuntut/pemohon atau tertuntut/termohon).

(2) Tuntutan/dakwaan
Uraian tuntutan/dakwaan pada bagian ini ditulis secara singkat namun sudah cukup
jelas menggambarkan tempus dan locus tindak pidana yang dilakukan. Bahkan ada
putusan yang hanya menuliskan pasal yang didakwakan saja beserta unsurnya.

Gambar 1.4 Bagian Tuntutan/Dakwaan Putusan MA Tahun 1950

Jang diadjuiian dimuisa porsidangan Pongadilan Nogord
tarsebut, karenn dituntut malanggar pasal @
32 ()b P,P,L,D, Jo. ¥ jo., 48 (1) U, U.L.D,, dongmn
moaporhatiiian aian pasal torsobut digtas, djuga pasal2
dari Undang2 jang borsangicutan, telah dinjataizn dore
silah molaicuican pelanggaran @
“"SEEAGAL PENGEMUDI MOBIL PENUMPANG UMNUM MENG-
ANGEUT PENUMPANG LEBIH DARI PADA JANG DIID-
SINEAN MENURUT SURAT TANDA PEMERIKSAAN®,

(3) Amar putusan pengadilan tingkat pertama
Amar putusan ditulis secara lengkap, yang berisi pernyataan terbukti bersalah
melanggar pasal yang dituntut dengan mencantumkan uraian unsur pasalnya dan
hukuman yang dijatuhkan.

(4) Amar putusan pengadilan tingkat banding (jika putusan yang diajukan kasasi adalah
putusan pengadilan tingkat banding)
Amar putusan ditulis secara lengkap, yang berisi pernyataan menguatkan atau
membatalkan pengadilan tingkat pertama.

Gambar 1.6 Bagian Pertimbangan Putusan Pidana MA tahun 1950
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C. Riwayat Pengajuan Kasasi

"Membatja keputusan Pengadilan Negeri di Medan, diam-
bil pada tanggal 28 Maraet 1950 No.913/1950, dengan keputu-
san mans terdalwa bernama: .

XAP PENG YAM, umor menurut pengalusn Lo ta-
hun, lshir 41 Medan, pekerdjsan mempunjai
restoran, tinggal d4i Medan, Sportlaan 12,
sekarang permntut kasast (selandjutnje di-
setut peruntut),
Jang dituntut karema:
"pahwa is, mempunjai perusshasn rumsh makan "Centrasl
Restaurant" di Sportlesan 12 di Medan, dimana ta'ada
satu orkes musik, terdirl dari sekurang-kurangnjs tiga
e Orang, Jang lamanja 10 djam seminggu mendengarkan mu-
sik, pada tanggal 16 Pebrusri 1950 setidak-tidalmjs
sesuatyu hari dalam bulan Djanvard 1990 dalem rumah
palkan tersebut dengan sengadja telah mendjual atau akan
.~ mendjual pada seorang tefamu 1 botol bier tjap Anker, §
Heinekens atau Java, jang menurut surat penetapan harga
dari Urusan Ekonomi setinggi-tingginja berharga £{2.25,
serta satu porsi katjang dan emping dengan harga £ 2,50
dan oleh sebab itu dia, pesakitan, dengan sengadja
telsh membust sjarat, bahwa seorang tetamu, jJang skan
membeli (meminum) 1 botel bier tersebut djuga akan mem-
bali satu porsi katjang dan emping untuk harga djumlah
£ 2,50, sjarat mana tidak diizinken, sebab tidak dipa-
kaf menurut keblasaasn dalam perusshaan sebagal terse-
but diatas, oleh karens menurut kebiasaan, djika seo-
rang tetamu, jJang meminum bier dalam perugaan sebagai
tersebut diberinjs zatu pors:i katjang dan/ataun emping
Jjaitu dengan pertjuma,
dengan menjebfit fasal 6 dari Undang? Pengendalian Harga 1948
bertali dengan Surat Penetapan Hargs No,186 bertsli dengan
fasal 1 dan 4 dari Ordonansi Pengendalian Harga 1948, fasal2
10, 33 dan 103 X,UX,P,, bab 10 dan 11 dapi H,I,R, dan Pera-
turan C,C,0,=Amacab untuk Sematera ttgl.16 April 1946 No.5,

diniatakan

dinjatakan telah bersalsh melakukan kedjahatan:
Pada waktu melakukan djabatan atau perusshsan dengan
= .sengadja mendjual barang dengan sjarat, bahwa darang
matjam lain d{.bou.nda. sedang sjarat demikian menurut
‘kebiasaan tisda dipakai dalam djabatan atau perusahash
itu",
dan dihucem dengan dends sedjumlsh ¢ 1000,- (Seribu rupiah),
denda mans djika tidak dibajar diganti dengan hulkuwman kurunga
dua bulan lemsnje, dengan penstapan bahwa penuntut menanggung
bajaran ongkos perkara; '

Bagian ini berisi keterangan mengenai siapa pihak yang mengajukan akta penuntutan
kasasi serta tanggal pengajuannya dan penyampaian risalah kasasi.
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Gambar 1.6 Bagian Pengajuan Kasasi Putusan Pidana MA

D. Alasan-alasan kasasi

Mengzinsat akan akts tentang venintrton kssaei No.6/
106%/Reg./¥az2./P.7.5ng. jeng 3ibmt oleh Faniters Penmoi.
lan Tinggl Tronori di Semarsnz jang mepverangimn, tahwa 8-
3s tenggal 4 Oktobter 1953 telsh Siterisa dikepanitersan
Pergniilan Tingzi Zkonosai Semmeng suret kevat Jari Djskes
Agung tengzgal 2 Oltober 1363 Wo.T/CA3/A/188/63/520 janz
senjataken, sengsfjukan permobonen kagagi Terhb3dsy outu-
e@n Pengadilsn Ting.d EBkopoml J1 Semerang tersetut jiatss:

- ldempernatiken risslish ksessl zar:i Djsksa Agung se-
tagsi penuntut-kmsssl tertangsal 22 Ckiober 1g05 jang si-
terioe 3ikepaniterasn Pengadilan Tingsi Skoncsi 331 Sexma-
repg pada tengaal 4 Nopember 1963 ;

delihst aurat? jang tersangkutan ;

Kenisbanz, babwa putusan Pengsiilan Tinggi Zkonoodi
32 Segarapz teraebut telab jiberiwbusm@n keyaie Djeima
3ada. Kedjseeann Ergnoni Womoeobo Jan terdakwa tersedut
ter-turut? pada tanggel 14 Septeater 1963 Jan 21 Septen-
ber 1953 ;

Fenictans, hehwa senurut maeal 17 Undang? Xahksnah
hgung Indoneciz, permoboman kaesel jazy 3ilakukan atss
weraonsman Djakes Agung rarene Jjsk=tannja, henjslah se-
wat3?2 mtelk renentinggn hukum dengAn tisek merugikan pi=-
hak (2) jeng bterkepentingan, hal wane wenarut Eshkamsh
Azong, babwa permohongn Imeeei J8rg 4i2djuzen oleh D jakee
hiung kmrepa djacatennja tidex Terilmt olen tenggeang W kh
janz Jditentuksy Jalsw paesl 122 sjat 1 Tpdsng2 Mshimaoah
Azunz Indopepis Senssre Ita luin dagut Jiadjumn sewaktu-
waktu, Jeaiwisn pula tidek terikmt kepacs tenggung waktu
salag pssal 125 ajat 1 Undang? «shimmab Aguzg Inionssia
sarrsned sarssniin riseloh Wetes . “leh Prand =0 —a¥.

38pS% Jiterise, JecsSn pengertisn, LSLRE seruslopndn kesse
ei tereebut 3isdjumn Mrens 3)scetes ;

Yenimcams, bsbws permonhonas kms3zi teserts rigalsh

mesel jari Dja4es AZung tersetut tels icesizalivksn ke-
psds terdaims pa3a tBng@ml 24 Qktocer 19535, simp tetaol

2EVOrLT surat Fapitexs Fengaiilan Tinssi irap
Tmz2al 31 Desexber 1983 ¥2,.180/9% 5

e

2i Szmorens

4/7:7 .3,

£e/1I1/
tersaiwa t:3a¥ senradijumn suraz Jan: termimul =elswan
atay nensuetian per

notonan Jari Djdkea A _uns tersebut

3

Berisi pokok-pokok alasan penuntut/pemohon kasasi mengajukan kasasi.
Gambar 1.7 Bagian Alasan Kasasi Putusan Pidana MA

E. Pertimbangan Hukum

Hepimtory, tabwa keberaten jans Fiafjuan oleh Djake
st Aomg sebosail nenumiut-imesed B838 polkaokaja ajslabh

tabwe Permdilan Tingod “kimoni 34 Jesarans sen.an
griusdnn)e tersehut Jistae, telab esiab melskeapaiken noe
23l 1 ajat 2 ¥itab Undors? Huluu Eidans terhadap pem;:va-
hen Jari Prijsbeneersing Verorieniny oleh Peratursn Fene-
rintah Nio.10 tahw 1952, mreps Frijsbeheersin: Verorie-
ning adalsh sesentsra sifutnjs, jen,aw jemikian rerobsban
Frijotebeersing Verorienir: Sengan Feraturan Femerintah
B2.)0 tanun 1952 vije klsh merui@kdn perotatar dalsy per-
Undéng2an Jdug dimaimodkan 3alam psesl 1 @jat 2 Kitab n=-
dangZ Hukun Pijeéna, oleb keéremas usrs ooeal 1 ajat 2 Kitab
UnSang? Hurue Pidsna tidek berlsku terbadap verstadan
Prijabeheersing Yerordening tersebut ;

Berisi pendapat Mahkamah Agung tentang alasan-alasan kasasi yang diajukan

penuntut/pemohon kasasi.

oleh
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Jeniutans, Lobva keberatan terasebut +idgl ssras ji=-
tenorian, Mmrens potusen Ferradilan Pirngzi Zkonoui terse-
but Jistae Jensan pertinbangarmis eulah tepet, leitu teh-

-y

va Jer:an ifrobtahnje Trileveheerciny Veroriening 14458 je-
noen Terateran Fererdrtsh ¥o.10 g

ran Fererirtak mann oods rse2

C ®bun 1¢5«, S2lap seretu-

4 Ja9% . merupd¥sy venssmnti
vapsl © Prijateleereing Versrierir: terscuut antars igin
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F. Amar putusan
Berisi pernyataan menolak, tidak menerima, atau mengabulkan permohonan kasasi yang
diajukan oleh penuntut/pemohon kasasi.

Gambar 1.8 Bagian Amar Putusan Pidana MA
¥EMYUTUSEKADN:

Mezolsk permchomer khsasi dari DJIAKSA AGTNG tersebut
karens djabatannia ;

Membebanimp biaja permra Jalem tin mater ini kepails
Hegara.

G. Paragraf Penutup dan Tanda Tangan Majelis Hakim serta Panitera Pengganti
Gambar 1.9 Bagian Penutup dan Tanda Tangan Majelis Hakim Putusan Pidana
MA

= e cegravaa by

Domizianish diputusian dalas Tapat pormusjavarae
Canhard SELASA,tanggal 9 NEI 1961 aren
Mr.R.8.Kartanogara, Wisil-Kotus, Mr,Sutan Abduw! Hu:im
dan My N, Abdurrachman, Hamim2-Anggauta dan diut jap:an
dalam sidang torbuica pada hari itu djuga oleh Wakil
Ketua tersedut, dengen 4iadliri oleh HakinZ-Anggauta
torsebut iatas, Mr.M.Eadaroeeman, Djakea Agung-Nuda
dsn B,S.Mangindaan, Panitera -Pengrants 1,b,, dengan
tidak d¢kadliri oleh penuntut-kapasi,-

Anzganta-anggautas WaitileXatun,
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Tabel 1.5 Perbandingan Format Putusan Kasasi MA Sekarang dan di Masa Lalu

Format putusan kasasi sekarang (berdasarkan
SK KMA Nomor 155 Tahun 2012 jo. Pasal
197 KUHAP)

Format putusan kasasi di masa lalu (1950-
1960an)

A. Kepala Putusan dan Irah-Irah

B. Identitas Terdakwa

C. Riwayat Perkara yang terdiri dari

(1) riwayat penahanan,

(2) dakwaan,

(3) tuntutan,

(4) amar putusan pengadilan tingkat pertama,

(5) amar putusan pengadilan tingkat banding,

D. riwayat pengajuan kasasi dan

E. alasan-alasan kasasi.

F. Pertimbangan Hukum dan Dissenting
Opinion

A. Kepala Putusan

B. Riwayat perkara yang terdiri dari:

(1) Identitas terdakwa

(2) Tuntutan/dakwaan

(3) Amar putusan pengadilan
pertama

(4) Amar putusan pengadilan tingkat
banding (jika putusan yang diajukan
kasasi adalah putusan pengadilan
tingkat banding)

Riwayat pengajuan kasasi

Alasan-alasan kasasi

tingkat

. Amar Putusan
Paragraf Penutup dan Tanda Tangan
MajelisHakim serta Panitera Pengganti

Pertimbangan Hukum

Amar putusan

Paragraf Penutup dan Tanda Tangan
MajelisHakim serta Panitera Pengganti

T o
@mmoo

Jika melihat tabel perbandingan format putusan kasasi di atas, format putusan kasasi

di masa lalu terlihat tidak jauh berbeda dengan format putusan kasasi yang ada sekarang.

Namun jika melihat bagian per bagian, maka akan ditemukan beberapa perbedaan yang

menonjol antara format putusan kasasi di masa lalu dan format putusan kasasi sekarang, yaitu

di antaranya:

- Jika melihat bagian awal putusan kasasi masa lalu, terdapat kalimat “Membatja keputusan
Pengadilan Negeri di....”. Kalimat tersebut kemudian diikuti dengan riwayat perkara yang
terdiri dari identitas terdakwa, perbuatan yang dituntut, serta amar putusan pengadilan
tingkat pertama. Hal ini berarti bagian riwayat perkara diambil berdasarkan keterangan
yang terdapat di dalam putusan pengadilan tingkat pertama.

- Dalam menerangkan bagian perbuatan yang dituntut, bagian tersebut terlihat sangat
ringkas, namun tetap memperlihatkan tempus dan locus peristiwa pidananya. Bahkan ada
satu contoh putusan yang menjelaskan bagian perbuatan yang dituntut hanya dengan
menuliskan pasal yang dikenakan dan unsur pasalnya saja. Berbeda dengan putusan
kasasi sekarang, dimana bagian perbuatan yang didakwa ditulis secara rinci dengan
mencantumkan seluruh kronologi dakwaan sebagaimana yang terdapat dalam surat
dakwaan. Hal ini akan berimbas pada jumlah halaman putusan jika pasal yang
didakwakan lebih dari satu.

- Berbeda dengan format putusan kasasi sekarang, dalam format putusan kasasi masa lalu
tidak terlihat pengulangan bagian rincian barang bukti. Dalam format putusan kasasi
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sekarang, sering ditemukan pengulangan bagian rincian barang bukti pada bagian
tuntutan, amar putusan pengadilan tingkat pertama, amar putusan tingkat banding, serta
amar putusan tingkat kasasi jika permohonan kasasi diterima dan akhirnya Mahkamah
Agung mengadili sendiri perkara yang bersangkutan. Pengulangan rincian barang bukti
ini juga akan berimbas pada jumlah halaman putusan jika jumlah barang buktinya sangat
banyak.

3.2Pengalaman Pengadilan Pajak

Pengadilan Pajak menjadi salah satu perbandingan pada penelitian ini, dikarenakan

perkara pajak menjadi salah satu bagian dari perkara TUN di MA. Berdasarkan studi
perbandingan dengan putusan Pengadilan Pajak, berikut penjabaran dari bagian-bagian pada
format Putusan Pengadilan pajak

a.

Kepala Putusan

Kepala putusan pada Pengadilan Pajak hanya mencantumkan nomor putusan saja, tidak
disertai adanya irah-irah seperti putusan Mahkamah Agung.

Jenis Pajak

Pada bagian ini dijelaskan jenis pajak yang menjadi objek sengketa.

Tahun Pajak

Memuat tahun pajak yang menjadi objek perkara

Pokok Sengketa

Pada putusan Pengadilan Pajak, pokok sengketa dijelaskan di bagian tersendiri. Jika pada
putusan MA, pokok sengketa dijelaskan di bagian latar belakang dengan secara detail dan
rinci. Namun untuk putusan Pengadilan Pajak, pokok sengketa dijelaskan secara singkat.
Pokok sengketa hanya menjelaskan jenis sengketanya, tahun masa pajak serta nilai pajak
yang menjadi pokok sengketa. Hal-hal detail mengenai pokok sengketa dijelaskan di
bagian pertimbangan Hakim. Bahkan pada bagian ini hanya memuat isi pokok sengketa
tidak lebih dari 2-3 paragraf.

Alasan terbanding dan termohon

Alasan terbanding dan termohon juga dijelaskan di bagian tersendiri pada putusan
Pengadilan Pajak. Alasan terbanding dan termohon juga dijelaskan secara singkat dan
jelas, langsung menjelaskan inti dari pendapat para pihak atas pokok sengketa. Bagian ini
juga tidak memuat secara detil mengenai pokok sengketa dan dasar hukum permohonan
mereka.

Pendapat Majelis

Pada bagian ini akan membuat pertimbangan Hakim terhadap perkara. Jika pada putusan
MA, mengenai detail pokok sengketa ataupun dasar hukum di bagian latar belakang,
sedangkan pada putusan Pengadilan Pajak, hal detail dan dasar hukum dijelaskan di
bagian ini dengan disesuaikan kebutuhan Hakim untuk menganalisis perkara ini.

Putusan Majelis

Pada bagian ini memuat isi putusan Hakim, serta nama-nama MajelisHakim yang
memeriksa perkara ini. Perbedaan dengan putusan MA, tidak ada bagian untuk tanda
tangan MajelisHakim.
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Jika melihat perbandingan antara putusan MA tentang perkara pajak dengan putusan

Pengadilan Pajak, putusan Pengadilan Pajak tidak mengikuti format putusan MA atapun
putusan Pengadilan Negeri (PN). Perbedaan antara putusan Pengadilan Pajak dan Pengadilan
MA dapat dilihat sebagai berikut:

Putusan MA Pajak Putusan Pengadilan Pajak
A. Kepala Putusan dan Irah-Irah A. Kepala Putusan
B. Identitas para pihak B. Jenis Pajak
C. Latar Belakang Perkara C. Tahun Pajak
D. Alasan-alasan Peninjauan Kembali/kasasi | D.Pokok Sengketa
E. Pertimbangan Hukum dan Dissenting | E. Alasan Terbanding dan Pemohon
Opinion F. Pendapat Majelis
F. Amar Putusan G. Putusan Majelis
G. Paragraf Penutup dan Tanda Tangan

MajelisHakim serta Panitera Pengganti

Pada bagian kepala putusan, pada putusan Pengadilan Pajak tidak adanya irah-irah
seperti putusan MA. Lalu pada bagian awal, putusan Pengadilan Pajak juga memuat
ketentuan seperti jenis pajak serta tahun pajak yang menjadi pokok sengketa.
Perbandingan juga terlihat pada bagian pokok sengketa di putusan Pengadilan Pajak. Pada
bagian ini, pokok sengketa hanya menjelaskan jenis, tahun dan besaran objek sengketa.
Hal ini berbeda dengan format pada putusan MA, yang memuat informasi pokok sengketa
di bagian latar belakang perkara. Bahkan putusan MA juga seringkali memasukan
informasi detail mengenai pokok sengketa di bagian ini. Jika melihat isi bagian pokok
sengketa di Putusan Pengadilan Pajak sudah langsung secara jelas hanya menjelaskan
informasi pokok sengketa dengan singkat Penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh
MajelisHakim di bagian pertimbangan, untuk sebagai penguat argumentasi Hakim dalam
memberikan pertimbangan.

Pada bagian alas an terbanding dan pemohon juga dijelaskan secara singkat. Pada
putusan MA, bagian ini dimuat di alasan permohonan kasasi/peninjauan kembali.
Perbedaan antara isi bagian ini di putusan Pengadilan Pajak dengan putusan MA adalah
isinya. Pada putusan Pengadilan Pajak hanya memuat pendapat dari para pihak mengenai
pokok sengketa, tidak ada penjelasan detail terhadap pasal yang dikenakan ataupun data-
data lebih rinci mengenai pokok sengketa. Penjelasan pasal dan data-data yang terkait
pokok sengketa akan dijelaskan MajelisHakim di bagian pertimbangan Majelis

3.3. Perbandingan dengan Putusan Negara Lain
3.3.1. Australia

Australia memiliki pedoman yang mengatur format putusan yang berlaku bagi semua

pengadilan di Australia, termasuk Federal Court of Australia. Pedoman ini berjudul Guide to
Uniform Production of Judgments yang diterbitkan oleh Australian Institute of Judicial
Administration (AIJA). Pedoman ini sudah diberlakukan sejak tahun 1992 antara lain berisi
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ketentuan: format putusan, kata kunci, penomoran halaman dan paragraf putusan, penamaan
putusan, dan pedoman umum gaya penulisan seperti tanggal dan angka, singkatan, dan

standar pengutipan (buku, jurna

I, perundang-undangan, dan putusan pengadilan).

Sebagaimana diatur dalam dokumen tersebut, Putusan Pengadilan Federal Australia
baik berupa salinan resmi yang disampaikan oleh pengadilan maupun yang dipublikasikan
secara elektronik terdiri dari tiga bagian, yaitu cover sheet, amar putusan/penetapan, dan

pertimbangan hukum.!’

Pada bagian awal putusan, tersaji cover sheet putusan. Cover sheet putusan
merupakan ilustrasi ringkas dokumen putusan yang tersaji dalam sebuah putusan. Informasi
yang dibuat di dalam cover sheet putusan itu sebagaimana dapat dilihat pada putusan FCA

berikut ini :

FEDERAL COURT OF AUSTRALIA

Australian Competition and Consumer Commission v P.T. Garuda Indonesia Limited

Citation:

Parties:

File number:
Judge:
Date of judgment:

Cases cited:

Date of hearing:
Place:
Division:

Category:

[2015] FCA 451

Australian Competition and Consumer Commission v P.T.
Garuda Indonesia Limited [2015] FCA 451

AUSTRALIAN COMPETITION AND CONSUMER
COMMISSION v P.T. GARUDA INDONESIA
LIMITED (ARBN 000 861 165)

NSD 955 of 2009

PERRAM J

13 May 2015

Australian Competition and Consumer Commission v Air
New Zealand Ltd (No 14) [2015] FCA 378

Heard on the papers
Sydney
GENERAL DIVISION

No Catchwords

7 Tim Magang MA-FCA 2014, Laporan Internship Program 2014 Mahkamah Agung RI-Federal
Court of Australia.Jakarta : Kepaniteraan MA, 2014., him 63. Selengkapnya mengenai format putusan
Pengadilan Federal Australia dapat dilihat pada Bab VI Karakteristik Putusan Pengadilan Federal Australia

Laporan Tim Magang MA-FCA 2014.

31



Number of paragraphs: 5

Solicitor for the Australian Government Solicitor
Applicant:

Solicitor for the Norton White

Respondent:

Cover sheet di atas merupakan abstrak sebuah putusan. Cover sheet dalam putusan
tersebut terdiri atas identitas putusan, nama para pihak, nama pengadilan, Yurisdiksi, nhomor
perkara, tanggal pembacaan putusan, tanggal musyawarah, nama Hakim, kata kunci,kasus
yang dikutip, peraturan perundangan yang dikutip, jumlah nomor paragraf, dan nama
penasihat hukum. Terkait dengan identitas putusan, bagian ini memuat informasi yang
tersusun sebagai berikut ‘nama penggugat’ v ‘nama tergugat’ [tahun putus] kode pengadilan
‘nomor urut putusan’ contoh: Australian Competition and Consumer Commission v P.T.
Garuda Indonesia Limited [2015] FCAFC 451. Pengadilan Federal Australia membedakan
antara nomor perkara dengan nomor putusan.

Selanjutnya sistematika putusan Pengadilan Federal Australia adalah amar putusan,
yaitu amar putusan Pengadilan Federal. Dalam putusan Kasasi di MA amar putusannya
dinyatakan secara jelas bahwa putusan tersebut ditolak, atau tidak dapat diterima, atau
dikabulkan. Sedangkan dalam putusan Australia amar putusannya langsung pada perintah
jelas kepada para pihak untuk melaksanakan hasil putusan tersebut. Sebelum dicantumkan
amar putusan disajikan terlebih dahulu struktur atau format putusan. Amar putusan ini
diletakkan pada halaman berikutnya setelah cover sheet atau juga abstrak putusan. Hal ini
dapat dilihat pada ilustrasi berikut ini:

IN THE FEDERAL COURT OF AUSTRALIA
NEW SOUTH WALES DISTRICT REGISTRY

GENERAL DIVISION NSD 955 of 2009

BETWEEN: AUSTRALIAN COMPETITION AND
CONSUMER COMMISSION
Applicant

AND: P.T. GARUDA INDONESIA LIMITED (ARBN
000 861 165)
Respondent

JUDGE: PERRAM J

DATE OF 13 MAY 2015

ORDER:

WHERE SYDNEY

32



MADE:
THE COURT ORDERS THAT:

Sistematika putusan Pengadilan Federal Australia berikutnya adalah pertimbangan
hukum. la terletak pada halaman berikutnya setelah pernyataan amar putusan. Pada bagian ini
Hakim akan mencurahkan segenap kemampuannya untuk mengambil sikap dan pendapat atas
putusan-putusan yang diajukan sebelumnya. Susunan pertimbangan hukum dapat dilihat
dalam ilustrasi putusan Pengadilan Federal sebagai berikut:

IN THE FEDERAL COURT OF AUSTRALIA
NEW SOUTH WALES DISTRICT REGISTRY

GENERAL DIVISION NSD 955 of 2009

BETWEEN: AUSTRALIAN COMPETITION AND CONSUMER
COMMISSION
Applicant

AND: P.T. GARUDA INDONESIA LIMITED (ARBN 000 861
165)
Respondent

JUDGE: PERRAM J

DATE: 13 MAY 2015

PLACE: SYDNEY

REASONS FOR JUDGMENT

On 24 April 2015 I delivered reasons resolving the parties’ various costs
arguments:  Australian Competition and Consumer Commission v Air New
Zealand Ltd (No 14) [2015] FCA 378. 1 concluded that the Commission should
pay Garuda’s costs on the usual basis in relation to the allegations made
regarding Hong Kong but only 20% of its costs in relation to the allegations
regarding Indonesia.

Pada bagian pertimbangan,struktur pertimbangan terdiri dari bagian kepala putusan,
identitas para pihak, nama Hakim, tempat dan tanggal putusan diucapkan, Isi pertimbangan
hukum, yang memuat ringkasan fakta, pertimbangan hukum, dan kesimpulan serta
pernyataan legalisasi salinan putusan oleh associate.

Disisi lain, dalam pertimbangan hukumnya seorang Hakim dapat menggunakan dasar
dari putusan masa lampau yang secara jelas/langsung tertuju pada (paragraph number) yang
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dituju. Dalam putusan tersebut penggunaan paragraph number sangat membantu dalam
pengutipan secara langsung isi paragraph yang dimaksud pada putusan masa lampau.

Di akhir putusan terdapat pernyataan "l certify that the preceding five (5) numbered
paragraphs are a true copy of the Reasons for Judgment herein of the Honourable Justice
Perram". Pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang menjamin bahwa paragraf yang
diubah adalah salinan asli dari Reasons for Judgment hakim yang bersangkutan.

Akhirnya perlu dinyatakan di sini bahwa ide penyederhanaan di Pengadilan Australia
sudah dicanangkan sejak tahun 1990-an. Dalam sebuah jurnal tentang penulisan putusan
dinyatakan bahwa kecepatan, kesederhanaan, dan kejelasan suatu putusan adalah semboyan
untuk menulis putusan pengadilan yang efektif.'

3.3.2. Belanda
Sebagaimana halnya di Indonesia, Belanda juga memiliki pengadilan tingkat I,

banding dan Hoge Raad. Namun, Pengadilan di Belanda memiliki keunikan tersendiri. Dalam
sistem Belanda, ada pengadilan yang khusus menangani perkara-perkara ringan, yaitu Kanton.
Pengadilan Kanton merupakan bagian dari pengadilan tingkat pertama.

Jumlah perkara yang masuk ke pengadilan di Indonesia sangat sedikit bila
dibandingkan dengan pengadilan Belanda. Dengan jumlah penduduk sekitar 16,7 juta jiwa,
perkara yang masuk ke pengadilan tingkat pertama Belanda sebesar 1,3 juta. Dari jumlah
tersebut, hanya 400 ribu perkara yang masuk ke pengadilan tingkat banding, dan hanya 5 ribu
perkara yang masuk ke Hoge Raad. Hal ini sangat berbeda dengan pengadilan di Indonesia.
Dengan populasi 237 juta jiwa, pengadilan tingkat pertama hanya menangani 500 ribu
perkara. Dari jumlah tersebut, ada sekitar 14 ribu perkara yang masuk ke pengadilan tingkat
banding. Akan tetapi, hampir semua perkara pengadilan tingkat banding dibawa ke
Mahkamah Agung. Hal ini disebabkan karena adanya rasa kurang percaya masyarakat
terhadap pengadilan, proses peradilan yang panjang dan kompleks,adanya inkonsistensi
putusan di MA,serta masih adanya pengadilan adat.®

Mahkamah Agung di Belanda memainkan peran penting baik dalam hal judicial
lawmaking (melahirkan hukum dari yurisprudensi) maupun memberikan perlindungan hukum.
Kedua peran ini tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Dalam praktiknya, terlihat bahwa
sebagian besar permohonan kasasi sebenarnya tidaklah layak untuk menyita perhatian
Mahkamah Agung karena permohonan-permohonan kasasi tersebut tidak terkait dengan
permasalahan yang perlu diselesaikan sehubungan dengan kepentingan penyeragaman
penerapan hukum ataupun pengembangan hukum serta tidak juga melibatkan aspek penting
perlindungan hukum.?

Perkara-perkara yang tidak melibatkan peran nyata Mahkamah Agung dan Procurator
General’s Office ini harus disingkirkan pada tahap sedini mungkin untuk mengurangi beban
kedua institusi yang memiliki keterbatasan kapasitas ini. Komite menilai bahwa dalam
pengajuan kasasi yang benar-benar melibatkan perlindungan hak-hak pribadi seseorang,

18 Micahel Kirby, The Australian Law Journal, on The Writing of Judgment, 1991. HIm. 834
19 “Penyelenggaraaan Peradilan di Belanda” dalam http:/leip.or.id/id/ diakses 11 Juni 2015

20 NLRP, Hooge Raad (Mahkamah Agung) Sistem Kasasi dan Diskusi Tentang Pembatasan Perkara
Kasasi. Jakarta: Fruit Indonesia PT. Buah Karya Gemi lang, June, 2010, him. 1
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putusan Mahkamah Agung baru diperlukan jika tanpa putusan tersebut pihak bersangkutan
akan menderita kerugian signifikan akibat kesalahan-kesalahan pengadilan yang lebih rendah.

Berikut adalah format putusan kasasi Hoge Raad der Nederlanden.

A. Kepala Putusan
Bagian ini terdiri dari:

Tanggal putusan
Jenis kamar
Nomor putusan
Nama pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara, dalam hal ini adalahHoge
Raad der Nederlanden
Keterangan mengenai putusan yang diajukan pada proses kasasi
Nama para pihak (pemohon v. Termohon)
Gambar 1.10 Putusan Supreme Court of the Netherlands

4 Beprerber 2013

13403334

Supreme Court of the Netherlands

Judgresnt

B. Isi putusan

1.

Putusan yang dikasasi, yang berisi keterangan mengenai putusan pengadilan
sebelumnya yang diajukan ke dalam proses kasasi. Dalam bagian ini juga dijelaskan
bahwa ringkasan putusan dan berkas pelengkapnya menjadi satu bagian dengan
putusan kasasi.

Proses kasasi, yang berisi keterangan mengenai pihak yang mengajukan permohonan
kasasi, keterangan bahwa berkas permohonan kasasi dilekatkan pada putusan kasasi,
ringkasan pendapat termohon kasasi, serta keterangan mengenai pemeriksaan yang
dilakukan Hoge Raad terhadap berkas-berkas terlampir.

Pengantar pertimbangan atas permohonan kasasi, yang menjelaskan mengenai hal-hal
dalam perkara yang dijadikan pengantar pertimbangan atas permohonan kasasi.
Pertimbangan atas permohonan kasasi, yang berisi pertimbangan hukum atas alasan-
alasan kasasi yang dimuat di dalam memori kasasi.
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5. Kesimpulan, yang berisi keterangan mengenai keputusan yang akan diambil
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum pada bagian sebelumnya
6. Putusan, yang amar putusan kasasi.
Gambar 1.11 Bagian Amar Putusan Supreme Court of the Netherlands

C. Paragraf penutup yang
pembacaan putusan.
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Gambar 1.12 Bagian Nama Para Hakim dan Panitera Putusan Supreme Court of the
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3.3.3. Amerika
Format putusan Supreme Court of The United States, dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
bagian Syllabus dan bagian Opinion of The Court.
1. Bagian Syllabus
Jika mengunduh putusan dari website Supreme Court of The United States, bagian ini
menjadi satu dokumen dengan Opinion of The Court (putusan). Bagian ini terdiri dari:
A. Kepala Syllabus yang berisi:

Judul

Note: berisi catatan perihal syllabus bahwa syllabus bukan bagian dari Opinion of
theCourt tapi disiapkan oleh Reporter of Decisions untuk memudahkan pembaca.
Nama pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara, dalam hal ini adalah
Supreme Court of The United States.

Nama para pihak (pemohon v. termohon).

Keterangan agar syllabus diinformasikan juga ke pengadilan tingkat banding
yang lebih rendah.

Nomor putusan, tanggal sidang, dan tanggal pembacaan putusan.

B. Isi Syllabus

Syllabus berisi resume perkara, resume proses penyelesaian di pengadilan tingkat
banding sebelumnya, amar putusan, serta keterangan jika terdapat dissenting opinion di
antara para Hakim.

Gambar 1.13 Putusan Supreme Court of The United States
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2. Bagian Opinion Of The Court
Bagian ini merupakan putusan yang berbentuk legal opinion dimana tidak ada format
bakunya. Bagian ini terdiri dari:
A. Kepala Opinion of The Court yang berisi:

Judul
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- Notice: berisi pemberitahuan bahwa para pembaca diminta untuk
memberitahukan Reporter of Decisions jika menemukan kesalahan ketik atau
kesalahan formal lainnya dalam opinion ini supaya perbaikan dapat dilakukan
sebelum disampaikan kepada pers.

- Nama pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara, dalam hal ini adalah
Supreme Court of The United States.

- Nomor putusan.

- Nama para pihak (Pemohon v. Termohon)

- Keterangan agar opinion of the court ini diinformasikan juga ke pengadilan
tingkat banding sebelumnya.

B. Isi Opinion of The Court, terdiri dari:

- Tanggal pembacaan putusan

- Opinion of the court yang berisi riwayat perkara, riwayat proses pemeriksaan
perkara pada pengadilan tingkat sebelumnya, dan pertimbangan hukum. Dalam
pertimbangannya, Hakim merujuk beberapa putusan perkara lain yang terkait.

C. Dissenting opinion para Hakim (jika terdapat perbedaan pendapat di antara para
Hakim).
Gambar 1.14 Dissenting Opinion Putusan Supreme Court of the United States
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3.3.4. Mesir
Sistem peradilan nasional Mesir yang ada sekarang dibangun pada tahun 1893

berdasarkan struktur peradilan Perancis dan hukum perdata serta dagang yang dipinjam
secara substansial dari hukum Perancis. Tak lama kemudian peradilan pidana juga dibentuk
dengan mengadopsi hukum materil, hukum acara dan struktur kelembagaan Eropa.

Sampai di sini hukum Islam masih diberlakukan, tetapi sebatas masalah hukum
keluarga, menyangkut perkawinan, perceraian, waris, pemeliharaan anak dan lain-lain.
Mahkamah Syar‘iyah ditata kembali pada tahun 1897 dan kemudian pada tahun 1931 dengan
mengadakan sistem banding dan Hakim-Hakim spesialisasi dalam bidangnya. Sejak tahun
1955, Mahkamah Syar‘iyah dilebur ke dalam sistem peradilan nasional Mesir menjadi

38



Peradilan Masalah Keluarga (Mahkamah al-Ahwal ash-Shakhshiyyah).?! Dalam hal ini,
menjawab pertanyaan salah seorang Hakim Indonesia, Syekh al-Azhar sebagai Pemimpin
Tertinggi semua lembaga al-Azhar menyatakan:

“Dalam masalah hukum keluarga, syari’at Islam diberlakukan untuk ummat

Islam, dan untuk penganut agama selain Islam juga diberlakukan syari’at agama

mereka. Jadi, syari’at Islam diberlakukan di Mesir, bila tidak mencapai 100%, maka
paling tidak adalah 99%.2?

Sampai sekarang, usaha-usaha tetap dilakukan agar hukum yang berlaku di peradilan

Mesir sesuai Pasal 2 Konstitusi Mesir Tahun 1980 yang menyatakan bahwa “syari‘at Islam
adalah sumber utama perundang-undangan
(& 20833 awle Y aaalled Dl Yhe 458 N).Dari sini dipahami bahwa perundangan-
undangan Mesir harus sejalan dengan hukum Islam, atau paling tidak, tidak bertentangan
dengan hukum Islam. Sejak Konstitusi 1980, memang perundangan-perundangan baru Mesir
tidak ada lagi bertentangan dengan syari’at Islam. Permasalahannya terletak pada undang-
undang yang lahir sebelum Konstitusi ini. Dalam hal ini termasuk KUHPidana, masih
menggunakan pidana berbau Perancis dan belum mengatur masalah hudud, gishash dan tazir
berdasarkan syari’at Islam. Karena itu, Majlis asy-Sya b (Parlemen) mempunyai tugas yang
besar untuk mencocokkan perundang-undangan yang ada dengan syari’at Islam sesuai
amanat Konstitusi, dan intinya tentu melibatkan perjuangan politik, pemenangan pemilu dan
lain-lain. Selain itu, Mahkamah Tinggi Konstitusi Mesir (L= J4 4,5 w3 laSasl) juga
berperan besar dalam mengemban amanat Konstitusi yang dapat menyatakan tidak
konstitusionalnya produk perundang-undangan yang diajukan kepadanya bila diputuskan
bertentangan dengan syari’at Islam.

Sistem peradilan Mesir berada di bawah Mahkamah Kasasi (u=8: J4sSas) yang
membawahi  Pengadilan Banding) 4 8533 . YASasl)  Pengadilan  Tingkat |
(& I Y4a<Saselidan Pengadilan Bagian (& 2)» JasSasl). Sementara itu juga terdapat
Pengadilan Tinggi Keamanan Negara (& 1 = Y415 i «las as) untuk mengadili perkara-perkara
subversif dan pengkhianatan terhadap negara yang diselenggarakan pada Pengadilan Banding.

Salah satu produk di Mahkamah al-Naqd adalah putusan kasasi. Putusan kasasi pada
Mahkamah al-Naqgdh Mesir terlihat sederhana dalam format dan substansi putusan. Berikut
ditampilkan salah satu putusan kasasi di Mahkamah al-Nagd Mesir;

Gambar 1.15 Putusan Mahkamah al-Naqd Mesir
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21 Enid Hill, “The Implementation of Islamic Law in A Modern State: The Experience of Egypt” dalam
Zainal Azam Abd. Rahman (ed.), Islamic Law in Contemporary World (Kuala Lumpur: Institute of Islamic
Understanding Malaysia, 2003), him. 73-74.

22 Hukum Keluarga di Mesir (Laporan Pelatihan Hakim Indonesia Gelombang II, Cairo (Mesir) 6-14
Desember 2004 (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2004), him. 68.

39



dSaalluy by 4l g.;'a&.“.\gul\zuu\..b.)/dﬂ+.\5;:i

o a4 ara Slad Moalu M jgpacg/c AEIA 5 wa Iy e

Gaajllay 2 Byl Baaaly Laga b
"AdSaadlug Gy gat

S JASL I ey Gy saag/ o ba Jaaal,

S My Wgals/ e padia,

sl I s alle Jelad 1) ASael) e saaialdila Aol 8

CCaaiaFY s BVl E) YAy oaw a0w0Y) 3 Al IV VR L

s WSallijual -

GYAL s JAAY 1YL 8,) ASas Woan sy ielialll 4

ey 8 al)

Kutipan putusan Mahkamah Al-Nagd di atas merupakan susunan putusan kasasi di
pengadilan Mesir, yang selengkapnya sebagai berikut.
Berdasarkan kutipan putusan di atas, dari segi format putusan, Mahkamah Al-Naqdh
terdiri atas:
a) Kepala Putusan yang berbunyi :
Atas Nama Rakyat
Mahkamah al-Naqdh (Pengadilan Kasasi)
Divisi Perdata
b) Identitas Majlis Hakim
Ketua :Yahya Jalal
Anggota : 1. ‘Abdu al-Shabur
2. Majdi Musthafa
3. Rif’at Haybah
4. Ahmad Faruq
c) Lokasi Majlis
Mahkamah Agung Kairo
d) Tanggal Putusan
Senin, 23 Shafar 1436 H/15 Desember 2014
e) Register Putusan
No. 16389 Th. 83

Selanjutnya, lembar berikut dalam putusan tersebut menjelaskan mengenai fakta-fakta
hukum (al-waga i) yang dimuat di dalam putusan sehingga selengkapnya sebagai berikut:
Gambar 1.16 Bagian Fakta Hukum Putusan Mahkamah al-Naqd Mesir
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- Pada tanggal 14/9/2013 diajukan memori kasasi atas putusan Pengadilan
Banding (isti naf) tertanggal 12/8/2013 No. ...... Atas hal tersebut Pemohon
Kasasi meminta Majlis Hakim untuk mengeluarkan putusan menerima kasasi
dengan membatalkan putusan Pengadilan Banding.
- Pada hari itu juga permohonan kasasi disampaikan secara lisan.
- Pada tanggal 26/10/2013, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi,
disertai penyampaian bantahan secara lisan.
- Pada sidang tanggal 3/11/2014 dibentangkan memori kasasi kepada
Mahkamah di ruang sidang, dan dinyatakan layak untuk disidangkan.
- Persidangan pokok perkara tanggal 15/12/2014 diperdengarkan memori kasasi
beserta penjelasannya di hadapan Majlis Hakim, dan pada hari itu juga
Mahkamah mengeluarkan Putusannya.

g) ldentitas Pihak-pihak Berperkara
(tidak ada/tidak eksplisit)
h) Pertimbangan (alasan-alasan)
1) Amar Putusan:
Menolak memori Kasasi dari Pemohon atas Putusan Pengadilan Banding.
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Berdasarkan uraian di atas, yang menarik di sini adalah putusan Mahkamah al-Naqd
demikian singkat dilihat dari segi proses persidangan dan isi putusan, dengan tidak lagi
menjelaskan identitas Pemohon dan Termohon, melainkan hanya menyebutkan nomor
Putusan Banding. Dengan cara seperti itu secara otomatis jelas siapa Pemohon Kasasi (yang
dikalahkan dalam tingkat Banding), serta siapa Termohon (yang menang dalam tingkat
Bandng).
Berbagai putusan Mahkamah Agung pada beberapa negara sebagaimana diuraikan di
atas, terutana yang berkaitan dengan perkara perdata memiliki perbedaan-perbedaan yang
sangat signifikan dengan putusan MA di Indonesia. Tabel 3 berikut ini menggambarkan letak
perbedaan sistematika putusan kasasi pada beberapa negara dalam bidang perdata.

Tabel 1.6Struktur Putusan Perdata Mahkamah Agung

No | MAHKAMA | HOGE RAAD | PENGADILAN | MAHKA AMERIKA
H AGUNG BELANDA FEDERAL MMAH
(INDONESIA (AUSTRALIA) | AN-NAQD
) (MESIR)
1 | Kepala Putusan | Kepala Putusan | Cover sheet Kepala Kepala Opinion of The
/sinopsis/abstrak | Putusan Court:judul, notice,
Putusan nama pengadilan nomor
putusan, nama para
pihak, keterangan agar
opinion of the court ini
diinformasikan juga ke
pengadilan tingkat
banding sebelumnya.
2 | Identitas Pihak | Identitas Pihak | Amar Putusan Identitas Isi Opinion of The
Majelis Court:
Hakim Tanggalpembacaan
putusan, Opinion of The
Court
3 | Posita Proses perkara | Pertimbangan Lokasi Dissenting opinion para
pada lembaga- | Hukum Majelis haki
akim
lembaga
pemutus fakta
4 | Eksepsi/rekonv | Proses kasasi Amar Putusan Tanggal
ensi Putusan
5 | Amar Putusan | Putusan Fakta-fakta
Pengadilan
6 | Amar Putusan Identias
Pengadilan Pihak
Banding
7 | Alasan Kasasi Pertimbang
an Hukum
8 | Pertimbangan Amar
Hukum Putusan
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| 9 | Amar Putusan | |

3.4. Hukum Acara (HIR & KUHAP)
3.4.1. Perdata
Idealnya, dalam upaya menerapkan asas kepastian hukum, putusan Hakim harus

memiliki ciri memberi solusi autoritatif, artinya memberikan jalan keluar dari masalah
hukum yang di hadapi oleh para pihak dan mengandung efisiensi dalam arti prosesnya harus
cepat dan sederhana. 2 Guna memperoleh gambaran mengenai putusan Hakim yang
sederhana dalam bidang perdata dapat dilihat ketentuan mengenai formulasi putusan atau
sistematika putusan perdata yang harus dirumuskan dalam putusan agar memenuhi syarat
peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum di dalam pasal 184 ayat (1) HIR atau
pasal 195 RBG. %

Selain ketentuan tersebut, putusan perdata juga mengacu pada pasal 23 UU Nomor 14
Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 1999 dan Pasal 25 UU
Nomor 4 tahun 2004. Formulasi putusan perdata berdasarkan ketentuan tersebut sekurang-
kurangnya memuat secara ringkas dan jelas pokok perkara, jawaban, uraian singkat ringkasan
dan lingkup pembuktian, pertimbangan dan amar.

Putusan Mahkamah Agung di bidang perdata, formulasinya terdiri atasidenitas, posita,
esepsi/rekonvensi, amar putusan pengadilan tingkat pertama, amar putusan pengadilan
tingkat banding, alasan kasasi, pertimbangan hukum, dan amar. Menurut Yahya Harahap,
apabila putusan yang dijatuhkan tidak mengikuti susunan perumusan yang digariskan pasal di
atas, maka putusan tidak sah dan harus dibatalkan.?

Khusus mengenai susunan putusan Mahkamah Agung dalam bidang perdata, tidak
diatur di dalam peraturan tertentu. Pengaturan mengenai susunan atau sistematika sebuah
putusan dalam pasal 184 ayat (1) HIR atau pasal 195 RBG lebih ditujukan bagi pengadilan
tingkat pertama. Hal ini berarti bahwa susunan putusan pada Mahkamah Agung dapat
dilakukan beberapa kemungkinan perubahan guna menghindari adanya putusan MA yang
mengulang-ngulang bagian dalam putusan, tidak efisien, kesalahan ketik dan sebagainya.

Sejalan dengan hal di atas, regulasi mengenai susunan putusan di MA yang dasar
hukumnya belum jelas menjadi titik kunci adanya kemungkinan perubahan di dalam format
susunan putusan Mahkamah Agung agar lebih sederhana. Yang menjadi keharusan bagi
Mahkamah Agung adalah kewenangannya di dalam mengadili pada tingkat kasasi. Dalam
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-
undangNomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung pasal 30 dinyatakan bahwa :

(1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan atau penetapan pengadilan-
pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :
a. Tidak berwenang atau melampui batas wewenang;

2 Fence F. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim
di Peradilan Perdata”. dalam Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012, him. 481.

2 Wildan Suyuti, Teknik Membuat Putusan.Makalah disapaikan pada diskusi pembinaan Hakim
Tanggal 17 Mei 2013 di 6 Askor.

% M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2009), cet. Ix, him, 807.
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b. Salah menerapkan atau melanggar hukum hukum yang berlaku;

c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan
yang mengancam Kkelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
Kewenangan di atas dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap putusan-putusan

pengadilan tingkat pertama yang tidak bersesuaian di dalam susunan perumusan putusan.
Putusan yang tidak sesuai dalam hal susunan perumusan sebagaiana diatur di dalam pasal 184
ayat (1) HIR atau pasal 195 RBG tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan tingkat berikutnya.
Misalnya dalam putusan MA Nomor 312 K/Sip/1974 di mana PN tidak mencantumkan
rumusan posita gugat atau duduknya perkara dan jawaban tergugat.

Sementara itu, putusan Mahkamah Agung sendiri apabila perumusan susunannya
dilakukan perbaikan tidak akan mengakibatkan putusan batal demi hukum. Istilah batal demi
hukum diberlakukan pada putusan-putusan yang tidak memenuhi unsur formil pada putusan-
putusan pengadiian tingkat di bawahnya. Hal ini dapat dimengerti karena posisi Mahkamah
Agung sebagai judex juris dalam pemeriksaan perkara di tingkat kasasi yang berfungsi
sebagai evaluator terhadap putusan pengadilian di tingkat bawah yang salah satu
kewenangannya pada tingkat kasasi adalah memeriksa putusan tersebut apakah pengadilan di
bawahnya berwenang atau tidak memeriksa perkara tersebut dan apakah putusan tersebut
melampui batas wewenang atau tidak.

Dengan demikian, susunan putusan Mahkamah Agung untuk perkara perdata dapat
saja dilakuan beberapa penyempurnaan dan perubahan dengan maksud agar format putusan
Mahkamah Agung menjadi sederhana.

3.4.2. Pidana
Jika berbicara mengenai format putusan perkara pidana, tidak akan terlepas dari

pengaturan mengenai format putusan yang sudah tercantum secara jelas di dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pengaturan mengenai format putusan perkara pidana

dalam KUHAP dapat dilihat pada Pasal 197 ayat (1)-nya, yang berbunyi:

“Surat putusan pemidanaan memuat:

a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA™;

b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat
tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;

c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;

d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat
pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan
kesalahan terdakwa,
tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;

f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan
pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai
keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah MajelisHakim kecuali perkara diperiksa oleh
Hakim tunggal;

h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan
tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang
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dijatuhkan;

i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang
pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;

J. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya
kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;

k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

I. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama Hakim yang memutus dan nama
Panitera.”

Ada kalangan yang berpendapat bahwa hukum acara masih menjadi suatu hambatan
dalam melakukan penyederhanaan format putusan MA, khususnya putusan pidana. Hambatan
hukum acara yang dimaksud adalah ketentuan mengenai format putusan pemidanaan yang
diatur dalam Pasal 197 KUHAP, dimana keberlakuan pasal tersebut juga mencakup putusan
pidana MA (putusan kasasi dan peninjauan kembali). Namun terkait hal ini para narasumber
yang terdiri dari para hakim agung beserta asisten, panitera, dan akademisi memberikan
pandangan lain.

Hakim Agung Suhadi berpendapat bahwa Pasal 197 KUHAP bukanlah suatu
hambatan dalam melakukan penyederhanaan format putusan.?® Menurut Suhadi, aturan yang
terdapat dalam Pasal 197 KUHAP tidak sepenuhnya berlaku untuk putusan pidana MA.
Terdapat bagian putusan pidana dalam Pasal 197 KUHAP yang bukan merupakan bagian dari
putusan pidana MA dan ketiadaan bagian tersebut tidak membuat putusan pidana MA
menjadi batal demi hukum. Bagian yang dimaksud adalah bagian yang pertimbangan yang
disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh
dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa (Pasal 197 ayat
(1) huruf d KUHAP). Bagian tersebut tidak terdapat di dalam putusan pidana MA karena MA
tidak lagi melakukan pemeriksaan alat bukti di dalam suatu sidang seperti yang dilakukan
oleh pengadilan tingkat pertama. Kemudian terdapat juga bagian putusan pidana MA yang
jika tidak dicantumkan akan membuat putusan menjadi batal demi hukum, tetapi tidak
ditemukan keberadaannya di dalam Pasal 197 KUHAP. Bagian yag dimaksud adalah bagian
pokok-pokok memori kasasi.

Suhadi juga berpendapat bahwa putusan MA dan putusan pengadilan tinggi tidak
selamanya patuh pada Pasal 197 KUHAP mengingat pengaturan dan letak keberadaan Pasal
197 di dalam KUHAP. Pasal 197 di dalam KUHAP berada pada Bab XVI tentang
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Bagian Keempat tentang Pembuktian dan Putusan dalam
Acara Pemeriksaan Biasa. Sedangkan dalam Bab Upaya Hukum Biasa dan Bab Upaya
Hukum Luar Biasa, tidak ada pasal yang secara jelas menyebutkan bahwa format putusan
pemidanaan yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP juga berlaku untuk format putusan dalam
pemeriksaan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali, dimana dalam hal ini
dijalankan oleh pengadilan tinggi dan MA. Jika melihat pengaturan bab dan bagian tersebut,
dapat dikatakan bahwa putusan pemidanaan yang dimaksud oleh Pasal 197 KUHAP adalah
putusan pemidanaan dalam pemeriksaan biasa yang dilakukan oleh pengadilan tingkat
pertama, dalam hal ini yaitu pengadilan negeri.

% Hasil wawancara dengan Hakim Agung, Suhadi, 4 September 2015.
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Metode penyederhanaan bagian ini juga diamini oleh akademisi Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, Hasril Hertanto. Menurut Hasril, metode penyederhanaan bagian
seperti ini tidak melanggar kaidah Pasal 197 KUHAP, karena bagian-bagian putusan yang
dimaksud oleh Pasal tersebut tetap ada walaupun ditempatkan di bagian lampiran.?” Agar
lampiran tersebut mempunyai kekuatan yang sama mengikatnya dengan putusan, maka dalam
putusan pidana MA harus dinyatakan bahwa bagian lampiran tersebut merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan MA.

Permasalahan keberlakuan Pasal 197 bagi putusan pidana MA terletak pada
bagaimana para pihak melakukan penafsiran terhadap pasal tersebut. Panitera Muda Pidana
Umum MA Zainuddin Mappong mengatakan bahwa agar tidak timbul permasalahan saat
melakukan penyederhanaan terhadap format putusan pidana MA terkait penafsiran terhadap
Pasal 197 KUHAP, sebaiknya dilakukan revisi terhadap bunyi ketentuan Pasal 197
KUHAP.% Dengan adanya revisi terhadap isi Pasal 197 KUHAP diharapkan agar tidak ada
lagi multitafsir terhadap keberlakuan pasal tersebut. Hal ini juga terkait dengan kepastian
hukum yang harus diberikan kepada para pihak yang berperkara. Di dalam pembahasan R-
KUHAP, aturan mengenai format surat putusan pemidanaan seharusnya mendapat perhatian
khusus. Aturan mengenai keberlakuan format putusan pidana harus disebutkan secara jelas.

Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum acara bukanlah suatu hal
yang menjadi hambatan dilakukannya penyederhanaan format putusan pidana MA. Terdapat
metode penyederhanaan yang dapat dilakukan tanpa harus melanggar kaidah Pasal 197
KUHAP, yaitu misalnya dengan menggunakan metode merujuk dan penggunaan lampiran
untuk bagian-bagian yang sering mengalami pengulangan seperti bagian dakwaan dan bagian
rincian status barang bukti. Namun untuk menghindari permasalahan dalam penyederhanaan
format putusan pidana MA terkait penafsiran terhadap Pasal 197 KUHAP, maka sebaiknya
memang dilakukan revisi terhadap peraturan yang mengatur format putusan pemidanaan,
dalam hal ini revisi terhadap KUHAP. Format putusan MA yang sederhana dapat
memudahkan proses penyusunan putusan, dimana proses penyusunan putusan adalah salah
satu rangkaian dari proses minutasi. Dengan proses penyusunan putusan yang mudah
dilakukan, hal ini juga diharapkan dapat mempercepat proses minutasi suatu perkara.

3.4.3. Tata Usaha Negara (TUN)
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) mempunyai standar baku, dimana

ketentuan dari putusan TUN harus memuat ketentuan seperti kepala putusan, identitas para
pihak, ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas, pertimbangan dan penilaian setiap
bukti yang diajukan, alasan hukum yang menjadi dasar putusan, amar putusan, biaya perkara
dan hari, tanggal dan nama Hakim yang memutus perkara serta Panitera dan keterangan hadir
atau tidaknya para pihak.?

Jika melihat ketentuan tersebut, format putusan TUN tidak jauh beda dengan format
putusan pidana dan perdata, namun terdapat beberapa hal yang berbeda. Pertama, bagian
gugatan dan jawaban tergugat tidak diatur harus dimuat seluruhnya. Ketentuan ini berbeda

27 Hasil wawancara dengan Akademisi Fakultas Hukum UlI, Hasril Hertanto, 10 Juli 2015.
28 Hasil wawancara dengan Panitera Muda Pidana Umum MA, Zainuddin Mappong, 28 Juli 2015.

2 Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Ps. 109
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dengan putusan pidana yang mengatur bagian dakwaan wajib dimuat seperti yang dimuat di
dalam isi surat dakwaan. Kedua, format pada putusan TUN lebih mengedepankan isi dari
bagian pertimbangan Majelis Hakim, dimana putusan TUN memuat penilaian dari alat bukti
yang diajukan serta alasan hukum yang menjadi dasar putusan. Ketentuan ini berbeda dengan
format putusan lain, yang tidak mengatur secara jelas ketentuan ini.

Namun ketentuan tersebut tidaklah mengikat untuk putusan MA. Karena putusan
Mahkamah Agung sendiri apabila perumusan susunannya dilakukan perbaikan tidak akan
mengakibatkan putusan batal demi hukum. Istilah batal demi hukum diberlakukan pada
putusan-putusan yang tidak memenuhi unsur formil pada putusan-putusan pengadiian tingkat
di bawahnya. Namun ketentuan yang ada di Undang-Undang bisa jadi acuan bagi
pembentukan format putusan TUN di MA.

Oleh karena itu jika melihat dari segi hukum acara TUN, penyederhanaan format
putusan TUN mungkin bisa dilakukan. Karena tidak adanya hambatan dari segi hukum acara
formal untuk merubah format putusan TUN. Tetapi perubahan format tetap perlu
memperhatikan bagian-bagian yang relevan sesuai fungsi putusan yang bersifat panutan.
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BAB IV
ANALISIS FORMAT PUTUSAN

Adanya pendekatan atau metode penyederhanaan penyusunan putusan tentu akan
membuat pelaksanaan pekerjaan Hakim dan Panitera semakin efektif dan efisien, dan tentu
saja akan berdampak pada penyelesaian perkara yang lebih cepat, serta akan berdampak pada
akses masyarakat terhadap substansi putusan yang menjadi lebih baik.

Tujuan dari penyederhanaan format putusan agar nantinya proses pengetikan putusan
bisa berjalan lebih cepat. Pada saat ini, minutasi MA belum berjalan sesuai dengan waktu
yang diharapkan. Menurut Asisten Hakim Agung Rudi, permasalahan minutasi disebabkan
karena proses penyusunan putusan pidana sangat memakan waktu, karena penyusunan
dakwaan, memori, daftar barang bukti yang banyak membuat proses penyusunan memakan
waktu yang lama, karena koreksi dilakukan dengan membaca huruf per huruf.*® Jika ada soft
copy dari pengadilan pengaju yang tidak lengkap/tidak sempurna, maka harus diketik ulang
semuanya, dan ini memakan waktu lagi. Penyederhanaan format putusan menjadi hal penting
untuk dilakukan, agar proses minutasi bisa lebih cepat, karena rata-rata proses minutasi
bermasalah pada tahap penyusunan putusan dan proses koreksi.

Peneliti dari Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LelP)
Nursyarifah juga menambahkan bahwa masih banyak format putusan saat ini yang terlalu
banyak pengulangan di bagian isinya.! Selain itu, permasalahan lainnya adalah minimnya
bagian pertimbangan Hakim. Menurutnya ada baiknya bagian pertimbangan dibuat untuk
menjawab memori kasasi. Sehingga fungsi putusan MA sebagai fungsi panutan bisa tercapai.

Sebelum melakukan penyederhanaan format putusan, perlu melihat permasalahan-
permasalahan yang ada di format putusan MA saat ini. Tim peneliti menemukan beberapa
permasalahan di format putusan saat ini dengan menelusuri putusan-putusan MA yang
tersedia di website direktori putusan MA. Dari penelusuran terhadap 150 putusan MA,
setidaknya ditemukan beberapa permasalahan, yaitu
e Minimnya bagian pertimbangan dan amar putusan hakim.

e Format putusan yang tidak konsisten.
e Banyaknya pengulangan bagian di dalam putusan.

Dari permasalahan tersebut, tim peneliti telah melakukan studi perbandingan terhadap
format putusan MA di masa lalu, format putusan pengadilan di negara lain, serta literatur
yang terkait. Dari studi tersebut, tim peneliti mencoba memberikan rekomendasi terkait
penyederhanaan format putusan di tiga kamar MA (Pidana, Perdata dan TUN).

4.1. Penyederhanaan Format Putusan Pidana
Dari identifikasi terhadap 50 putusan pidana, setidaknya ditemukan 2 (dua)

permasalahan sehingga menyebabkan format putusan pidana menjadi tidak efektif. Pertama,

30 Hasil wawancara dengan Asisten Hakim Agung, Rudi, 4 Agustus 2015.
31 Hasil wawancara dengan Peneliti LelP, Nursyarifah, 9 Juli 2015
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minimnya bagian pertimbangan di dalam putusan pidana MA. Tim peneliti telahmelakukan
indeksasi terhadap 50 putusan pidana MA. Dari 50 putusan tersebut, bagian pertimbangan
Majelis Hakim hanya memuat sebanyak 12 % dari total keseluruhan halaman pada putusan.
Meskipun jumlah halaman keseluruhan bisa mencapai lebih dari 100 halaman, namun bagian
pertimbangan Majelis Hakim hanya berkisar antara 15-30 % dari total halaman. Sehingga
dari sini dapat disimpulkan bahwa format putusan pidana MA saat ini lebih banyak memuat
isi dari putusan tingkat sebelumnya ataupun berkas-berkas dari para pihak (surat dakwaan,
memori kasasi). Selain itu, pada saat ini belum ada panduan dalam membuat pertimbangan di
bagian Majelis Hakim, sehingga pada bagian pertimbangan akan lebih banyak memuat
penasfiran dari para Majelis Hakim agar bisa menjadi rujukan bagi Hakim-Hakim lain dalam
membuat suatu putusan. Karena sesuai dengan fungsi putusan MA, adalah menjadi rujukan
bagi penerapan hukum bagi pengadilan-pengadilan di bawahnya.

Kedua, banyaknya pengulangan bagian di dalam putusan pidana MA. Dari 50 putusan
yang ditelusuri, hanya terdapat 7 putusan yang tidak ditemukan pengulangan bagian,
selebihnya ditemukan ada pengulangan bagian. Hampir sebagian besar pengulangan bagian
yang ditemukan adalah pengulangan rincian barang bukti yang biasanya terdapat di dalam
bagian tuntutan dan amar putusan pengadilan-pengadilan tingkat sebelumnya. Dengan adanya
pengulangan bagian tersebut, tentu saja membuat jumlah halaman yang diketik menjadi boros,
terutama pada kasus-kasus yang memiliki barang bukti sangat banyak.

Merubah format putusan pidana MA terdapat beberapa hal yang menjadi kendala.
Karena ada kalangan yang berpendapat bahwa hukum acara masih menjadi suatu hambatan
dalam melakukan penyederhanaan format putusan MA, khususnya putusan pidana. Hambatan
hukum acara yang dimaksud adalah ketentuan mengenai format putusan pemidanaan yang
diatur dalam Pasal 197 KUHAP, dimana keberlakuan pasal tersebut juga mencakup putusan
pidana MA (putusan kasasi dan peninjauan kembali). Namun seperti yang telah dikatakan
oleh Hakim Agung Suhadi pada bab sebelumnya bahwa Pasal 197 KUHAP bukanlah suatu
hambatan dalam melakukan penyederhanaan format putusan, karena MA tidak selamanya
patuh pada Pasal 197 KUHAP, mengingat pengaturan dan letak keberadaan Pasal 197 di
dalam KUHAP.%2 Pasal 197 di dalam KUHAP berada pada Bab XVI1 tentang Pemeriksaan di
Sidang Pengadilan, Bagian Keempat tentang Pembuktian dan Putusan dalam Acara
Pemeriksaan Biasa. Sedangkan dalam Bab Upaya Hukum Biasa dan Bab Upaya Hukum Luar
Biasa, tidak ada pasal yang secara jelas menyebutkan bahwa format putusan pemidanaan
yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP.

Format putusan MA saat ini memuat bagian-bagian sebagai berikut:

A. Kepala Putusan dan Irah-lIrah
B. ldentitas Terdakwa
C. Riwayat Perkara yang terdiri dari
1) riwayat penahanan,
2) dakwaan,
3) tuntutan,
4) amar putusan pengadilan tingkat pertama,
5) amar putusan pengadilan tingkat banding,

32 Hasil wawancara dengan Hakim Agung, Suhadi, 4 September 2015.
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riwayat pengajuan kasasi dan
alasan-alasan kasasi.
Pertimbangan Hukum dan Dissenting Opinion
Amar Putusan
Paragraf Penutup dan Tanda Tangan Majelis Hakim serta Panitera Pengganti

Dalam melakukan penyederhanaan format putusan, semua bagian tersebut tidak perlu
sampai dihilangkan. Karena bagian-bagian yang ada di format putusan sekarang masih
relevan untuk dipertahankan. Karena bagian A hingga C yang seringkali berkontribusi atas
banyaknya halaman di putusan pidana MA, merupakan bagian yang dibutuhkan sebagai
pengantar atas suatu kasus pada putusan, namun perlu disadari bahwa pada bagian C masih
banyak bagian yang tidak efektif.

Jumlah kalimat, serta banyak pengulangan yang menyebabkan putusan pidana MA
menjadi tidak efektif. Jika melihat format putusan pidana MA pada masa lalu (periode
1950an), ketentuan pada bagian C dapat diringkas, sehingga hanya memuat locus dan tempus.
Namun metode meringkas bisa jadi ada kekhawatiran tersendiri. Menurut Hakim Agung
Suhadi, meringkas isi surat dakwaan akan ada kekhawatiran tersendiri jika nantinya
menimbulkan multitafsir bagi kalangan advokat.3® Pendapat Panitera Muda Pidana Umum
MA Zainuddin Mappong ini selaras dengan pernyataan Suhadi, karena menurutnya metode
penyederhanaan bisa menjadi adanya multitafsir dari berbagai kalangan.3*

Sehingga untuk mengatasi kendala tersebut, ada metode yang bisa digunakan untuk
meringkas format pada bagian riwayat perkara. Metode tersebut dapat dilakukan dengan
menjadikan ketentuan surat dakwaan, surat tuntutan dan amar putusan tingkat sebelumnya
menjadi suatu lampiran tersendiri. Metode penyederhanaan bagian seperti ini tidak melanggar
kaidah Pasal 197 KUHAP, karena seperti yang dikatakan oleh Hasril Hertanto pada bab
sebelumnya bahwa bagian-bagian putusan yang dimaksud oleh Pasal tersebut tetap ada
walaupun ditempatkan di bagian lampiran.® Agar lampiran tersebut mempunyai kekuatan
yang sama mengikatnya dengan putusan, maka dalam putusan pidana MA harus dinyatakan
bahwa bagian lampiran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan
MA.

IeMmMO

Nantinya di dalam isi putusan pidana MA, disebutkan isi surat dakwaan dengan kata
“merujuk di dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dengan nomor surat...”.
Alasan metode ini digunakan karena pada prinsipnya isi mengenai riwayat perkara sudah
pasti diketahui para pihak, karena upaya hukum kasasi terjadi jika sudah pemeriksaan di
pengadilan tingkat sebelumnya. Jika tujuan utama putusan dipublikasikan adalah untuk para
pihak, sehingga pengulangan isi riwayat perkara di putusan MA menjadi tidak relevan. Selain
itu, dengan menggunakan metode lampiran, publik juga dapat mengakses, sehingga tujuan
untuk informasi publik juga terakomodasi. Apalagi MA sendiri menjadikan dokumen
eletronik pada berkas-berkas perkara sebagai salah satu kegiatan MA.

33 |bid.
34 Hasil wawancara dengan Panitera Muda Pidana Umum MA, Zainuddin Mappong, 28 Juli 2015.

3 Hasil wawancara dengan Akademisi Fakultas Hukum UlI, Hasril Hertanto, 10 Juli 2015.
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Menurut Hasril Hertanto, ke depannya format putusan MA tidak perlu diatur secara
detail seperti dalam Pasal 197 KUHAP, namun cukup bagian-bagian pokok saja yang diatur,
misalnya:

1. lrah-irah.

2. ldentitas terdakwa

3. Dakwaan yang dijadikan bahan pertimbangan, cukup dengan menyebutkan pasal yang
didakwakan saja, dan untuk rincian kronologis peristiwanya dapat menggunakan metode
merujuk pada lampiran putusan tingkat pertama.

Tuntutan pidana.

Pertimbangan hukum.

Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan.
Amar.

Permasalahan lain terdapat pada format putusan di bagian pertimbangan hukum. Dari
penelusuran bisa kita lihat rata-rata bagian pertimbangan sangatlah minim. Padahal fungsi
putusan MA adalah sebagai fungsi panutan dan prediktif, dimana isi dari putusan harus bisa
memberi tahu masyarakat luas bagaimana MA dalam menerapkan hukum dan menjadi
panutan jika mungkin timbul adanya perkara yang serupa. Jumlah halaman bukanlah sebagai
permasalahan, namun bagaimana bagian pertimbangan putusan bisa memuat suatu analisis
Majelis Hakim dalam menjawab memori kasasi yang dimohonkan oleh para pihak. Pendapat
ini juga diakui oleh Peneliti LelP ,Nursyarifah, yang mengatakan bahwa putusan MA
kedepan perlu mengakomodir Majelis Hakim untuk menjawab dari memori kasasi.®’

Wacana penyederhanaan format putusan MA juga mendapat dukungan dari Anggota
Komisi 111 DPR RI, Arsul Sani. Arsul yang juga pernah berprofesi sebagai seorang pengacara
mengatakan bahwa masih banyak hal yang harus diperbaiki dari proses pembuatan putusan
Mahkamah Agung, salah satunya adalah terkait format putusan MA yang dirasa masih belum
sempurna. Format putusan yang sudah baik dapat dilihat pada format putusan Mahkamah
Konstitusi.®®Arsul juga sangat mendukung ide penyederhanaan bagian putusan dengan teknik
link atau merujuk pada lampiran.

Melihat perbandingan putusan di luar negeri, tidak ada aturan yang kaku mengenai
format pada bagian pertimbangan. Majelis Hakim diberikan ruang untuk eksplorasi
melakukan analisis pada bagian pertimbangan. Namun, ketentuan yang harus dijelaskan
adalah bagaimana bagian pertimbangan harus mengakomodir pendapat yang menjadi dasar
pemikiran Majelis Hakim dalam menjawab memori kasasi. Seperti dijelaskan di bab
sebelumnya, misalnya dalam putusan pengadilan Belanda bagian pertimbangan atas
permohonan kasasi, berisikan pertimbangan hukum atas alasan-alasan kasasi yang dimuat di
dalam memori kasasi. Sehingga para pihak bisa memahami alasan hakim untuk menolak, atau
menerima permohonan kasasi yang dilakukan.

N o ok

% 1bid.
37 Hasil wawancara dengan Peneliti LelP, Nursyarifah, 9 Juli 2015.

3 Hasil wawancara dengan Anggota Komisi 11 DPR, Arsul Sani, 3 September 2015.
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4.2. Penyederhanaan Format Putusan Perdata
Dalam putusan perdata di MA, berdasarkan studi terhadap 50 putusan perdata

(termasuk perdata agama) masih ditemukan beberapa format putusan yang tidak sederhana.

Beberapa diantaranya sebagai berikut:

1. Terjadi pengulangan bagian yang berisi mengenai rincian yang menjadi objek sengketa
terutama dalam perkara Harta Bersama, sengketa tanah dan waris.

2. Letak pengulangan terjadi pada posita dan petitum serta alasan kasasi tetapi ada pula
putusan kasasi yang cukup ditulis merujuk pada poin yg tercantum dalam posita.

3. Ada pula beberapa putusan yang mencantumkan pengulangannya ketika diajukan sita
terhadap objek yang disengketakan;

4. Terhadap pengulangan pada beberapa bagian tersebut, jumah halaman pada putusan MA
menjadi tebal, padahal jumlah halaman yang dibuat oleh MA pada setiap putusan perdata
berkisar 3-4 halaman.

5. Demikian pula tidak ditemukan adanya perbedaan jumlah halaman dalam pertimbangan
dan amar putusan MA antara amar putusan yang dikabul, tolak dan NO;

Sementara itu, ditemukan masih belum seragamnya format putusan Perdata MA,
misalnya dalam poin menimbang, rincian pertimbangan tidak menggunakan format baku, ada
yang pakai tanda titik hitam (*) ada yang pakai tanda — dan sebagainya dan ada pula yang
menggunakan paragraf. Selain itu tidak ada format baku dalam mencantumkan Kkata
Pertimbangan Hukum, yang ada adalah alasan hukum. Ketidakseragaman juga ditemukan
pada putusan perdata MA mengenai format penyusunan putusan, dimana ketika
mencantumkan rincian yang menjadi objek sengketa, mengambil ruang pada halaman secara
lebar sehingga mempertebal jumlah halaman, terutama dalam sengekta Pdt Khusus BPSK.
Dari 50 putusan yang dianalisis. Format penyusunan di dalam rincian alasan kasasi juga
bervariasi, ada yang mennggunakan angka, huruf dan juga paragraf.

Berdasarkan atas hasil penelusuran data terhadap Putusan Mahkamah Agung pada
masa lalu (awal tahun 1950-an s.d. awal tahun 1980-an), ditemukan berbagai format putusan
yang nampaknya sederhana dan tidak terjadi pengulangan dalam beberapa bagian. Dapat
dilihat bahwa putusan MA pada masa itu memiliki nilai penyederhanaan dalam format dan
substansi putusan. Beberapa aspek penyederhanaan yang teridentifikasi dalam bidang perdata
dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

a. Meringkas dalil gugatan. Setelah pencantuman identitas, putusan MA mengulas secara
ringkas dalil gugatan yang diajukan oleh pemohon kasasi. Perkara perdata yang objek
sengketanya berupa tanah dan harta waris penyebutan jumlah dan luas serta batas-batas
objek sengketa tidak dirinci tetapi merujuk pada surat gugatan yang diajukan penggugat.
Demikian pula dalam putusan MA bidang Perdata Agama. Dalam putusan kasasi, dasar
gugatan tidak diuraikan secara lengkap, tetapi dibuat ringkasannya.

b. Meringkas memori kasasi.

Meringkas objek sengketa. Putusan Kasasi mengenai kewarisan dan wakaf yang acapkali
melibatkan objek sengketa yang banyak tidak diuraikan seluruh rincian objek
sengketanya, tetapi hanya menyebut dan merujuk pada dalil gugat yang diajukan
penggugat. Sedangkan pada putusan MA tahun-tahun sekarang, tampak adanya banyak
pengulangan di berbagai tempat terkait objek yang disengketakan sehingga berpengaruh
terhadap jumlah halaman.
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Pencantuman secara ringkas dalil gugatan atau fundamentum petendi pada putusan
MA tahun 1950-an dan awal 1980-an hanya dijelaskan dengan singkat dasar hukum dan
hubungan hukum serta fakta yang menjadi dasar gugatan. Meringkas dalil gugatan diatur
dalam Pasal 184 ayat (1) HIR dan Pasal 195 RBG dan Pasal 23 UU Nomor 14 Tahun 1970
sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 1999 dan Pasal 25 UU Nomor 4
Tahun 2004. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa dalil gugatan cukup berupa ringkasan
gugatan tetapi harus jelas dan dimengerti. Pada beberapa putusan perdata agama tahun-tahun
awal (1970-1980-an) perumusan pokok perkara dalam putusan diringkas dari dalil gugatan
dan tidak diambil alih secara keseluruhan dari gugatan penggugat.

Pengalaman putusan MA pada masa lalu dapat menjadi inspirasi bagi putusan MA
pada masa kini. Tidak adanya pengulangan bagian dalam beberapa tempat pada putusan MA
pada masa lalu dimungkinkan oleh karena kehandalan SDM MA pada saat itu yang mampu
meringkas gugatan. Aspek kehandalan ini menjadi sangat utama mengingat kemampuan dan
kapasitas seseorang di dalam meringkas isi gugatan tidaklah mudah. Namun dengan
kemampuan meringkas dan memahami suatu gugatan, maka substansi dari sebuah gugatan
dapat dicerna dan akhirnya dapat dituangkan di dalam menyusun putusan. Selain itu,
pemikiran bahwa putusan itu merupakan sebuah produk hukum yang bisa memuaskan para
pihak dijadikan alasan agar pengulangan-pengulangan bagian yang dipandang tidak perlu
sangat beresiko melahirkan kekeliruan di dalam menyusun putusan. Jika hal ini terjadi, maka
sebuah putusan akan membingungkan dan juga merugikan para pihak.

Sistematika putusan MA bidang perdata yang ada sekarang pada prinsipnya diambil
dari HIR, kemudian dipraktikkan secara turun temurun format keputusan perdata itu mengacu
pada warisan zaman dahulu (Belanda).*® Karena tidak ada acuan yang menyatakan jika salah
satu sistematiika putusan perdata itu tidak dicantumkan berakibat batal demi hukum, maka
sistematika itu dibuat lebih sederhana.

Sulthoni Mohdally*® mengatakan bahwa format putusan MA saat ini belum sederhana,
maksudnya ada beberapa yang bisa dihilangkan dan ada yang bisa disederhanakan.
Menurutnya, perlu dipertanyakan mengenai surat gugatan yang tercantum di dalam putusan
MA, mengapa tidak diambil solusi misalnya dibuat ringkasannya. Apakah itu harus disalin
semua, apa tidak ada solusi untuk diambil pokoknya dalam arti peluang untuk memperpendek
putusan itu tanpa mengurangi maknanya itu masih mungkin.

Namun dalam perkara yang amarnya menolak, mestinya tidak perlu panjang-panjang
dalam pertimbangan hukumnya. Dalam hal ini judex juris sudah benar menerapkan
hukumnya sehingga tidak perlu diperpanjang. Tetapi kalau amarnya mengabulkan maka
mesti dibuat pertimbangan yang cukup dan memadai agar sempurna. Sekarang ini masih
ditemukan terbalik, kalau amar ditolak maka pertimbangan panjang dan sebaliknya jika
amarnya kabul pertimbangannya pendek. Intinya, Sulthoni Mohdally menghendaki agar
putusan MA itu tidak terlalu panjang dan bisa memilah-milah bagian-bagian mana yang bisa
dibuang dan dihilangkan.

Cara menyiasati ide penyederhanaan dalam format putusan MA perlu dilakukan
beberapa upaya. Hal ini dilakukan karena Hakim Agung itu berasal dari latar belakang yang

% Ibid.
40 \WWawancara dengan Sulthoni Mohdally, Hakim Agung Kamar Perdata, 12 Agustus 2015
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berbeda-beda, hasil pemikirannya pun tidak sama. Oleh karena itu diperlukan berbagai
pendekatan dengan teman sejawat Hakim Agung meskipun terdapat perbedaan yang jauh tapi
jangan terlalu jauh karena apapun yang dilakukan hal itu sangat menghambat dan berakibat
terhadap kekompakan Hakim Agung dalam menyusun putusan.

4.3. Penyederhanaan Format Putusan TUN
Terlalu banyaknya bagian riwayat perkara MA juga ditemukan dalam format putusan

TUN. Namun catatan positif dari format putusan TUN vyaitu tidak adanya pengulangan
bagian seperti format putusan kamar lainnya. Menurut Panmud TUN, Ashadi, format TUN
saat ini sudah jauh lebih paska dibuatnya format putusan melalui SK SK KMA 155/2012.4
Namun menurut Ashadi, proses minutasi perkara di kamar TUN masih belum berjalan
dengan jangka waktu yang ditetapkan. Sehingga menurutnya penyederhanaan format putusan
bisa membantu percepatan proses pengerjaan minutasi perkara MA. Melihat permasalahan
format putusan TUN saat ini, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan format putusan kamar
lainnya. Sehingga penyederhanaan bagian riwayat perkara menjadi suatu solusi yang bisa
ditawarkan. Apalagi format putusan TUN tidak ada hambatan dari segi hukum acara formil.

Tim peneliti mencoba memperbandingkan dengan Format Putusan Pengadilan Pajak.
Tujuannya untuk mencari referensi putusan lain, namun secara substansi masih relevan
dengan jenis perkara di Mahkamah Agung. Pemilihan Format Putusan Pengadilan Pajak,
dikarekan perkara pajak merupakan bagian dari jenis perkara pada kamar Tata Usaha Negara
di MA. Format putusan pengadilan pajak bisa menjadi rujukan bagi pembentukan format
putusan MA untuk kamar TUN. Dimana pada putusan pengadilan pajak bagian riwayat
perkara dijelaskan secara singkat, jelas, dan langsung pada inti dari pendapat para pihak atas
pokok perkara.Namun agar tidak membingungkan para pihak, ketentuan mengenai gugatan
dan tanggapan gugatan bisa dijadikan lampiran sendiri, seperti usulan yang ditawarkan pada
penyederhanaan format putusan pidana.Sehingga penekanan isi perkara dijelaskan di bagian
pertimbangan Majelis Hakim.

Usulan untuk menjadikan Putusan MA lebih memperjelas bagian pertimbangan
Majelis Hakim juga disampaikan oleh Peneliti LelP Nursyarifah, dimana sebaiknya format
putusan TUN ke depan lebih mengakomodir Majelis Hakim untuk menjawab memori
kasasi.*? Selain itu, Panmud TUN MA juga mengatakan usul tersebut baik untuk diterapkan
agar pihak yang kalah bisa memahami dasar pertimbangan Hakim.

4.4. Metode Rujukan
Melihat permasalahan di tiap jenis putusan, metode rujukan menjadi salah satu solusi

yang dapat dilakukan oleh MA. Dalam metode rujukan, nantinya isi putusan bisa langsung
merujuk kepada isi dokumen (Surat Dakwaan, Surat Putusan dan Putusan pada tingkat
sebelumnya). Namun yang harus dipastikan adalah rujukan yang dilakukan tepat kepada

41 Hasil wawancara dengan Panitera Muda Tata Usaha Negara MA, Ashadi, 6 Agustus 2015.
42 Hasil wawancara dengan Peneliti LelP, Nursyarifah, 9 Juli 2015.
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bagian yang dirujuk. Oleh karena itu ada beberapa cara yang bisa digunakan dalam metode
rujukan, yaitu

1. Menggunakan cara hyperlink
Metode hyperlink dilakukan dengan cara memuat link dari dokumen yang
dirujuk. Metode ini akan mengurangi isi riwayat perkata di putusan, namun
pembaca putusan bisa segera mengakses dokumen-dokumen yang dirujuk.
Namun metode ini bisa dilakukan jika semua dokumen terkait perkara sudah
dimuat secara digital dan melalui situs-situs resmi instansi yang terkait. MA
sendiri saat ini sudah memuat putusan-putusan dari tingkat pertama hingga
Mahkamah Agung ke situs http://infoperkara.badilag.net/. Namun sayangnya
masih belum semua putusan bisa segera dimuat di situs tersebut. Sehingga
metode ini baru bisa dilakukan secara menyeluruh jika sistem teknologi
informasi pengadilan sudah siap memuat semua perkara. Namun tidak
menutup kemungkinan jika MA melakukan uji coba pada putusan-putusan
yang dapat diakses secara digital.

2. Merujuk langsung ke dokumen yang dituju
Metode ini sebenarnya mirip dengan metode penulisan ilmiah. Jika di tulisan
ilmiah mengutip pendapat dari penulis lain, maka penulis wajib memuat
sumber bacaan yang dirujuk. Demikian juga dalam menyusun putusan MA,
untuk informasi perkara dapat dilakukan dengan mengutip dokumen yang
diruyjuk. Contohnya, “seperti yang dimuat di dalam Putusan Pengadilan
Tingkat Sebelumnya (PN XX, Putusan Pengadilan Negeri XX No. XXX/....,
hlm.xx). Metode ini bisa dilakukan dengan segera, karena tidak perlu
menunggu sistem teknologi informasi yang memadai. Namu kekurangan
metode ini, jika dokumen yang dirujuk dicetak tidak mengikuti standar kertas
yang sama, sehingga bisa saja menjadikan adanya perubahan halaman, dan ini
bisa membingungkan pembaca.

3. Menggunakan metode penomoran paragraf
Metode penomoran paragraf merupakan metode yang digunakan di Pengadilan
Federal Australia. Sehingga nantinya rujukan yang dipakai tidak hanya
membuat nomor halaman, tetapi juga memuat nomor paragraf, contohnya
seperti di Putusan Federal Australia setiap bagian akhir putusan terdapat
pernyataan legalisasi dokumen yang isinya menyatakan bahwa putusan
tersebut terdiri dari sekian nomor paragraf adalah salinan resmi dari
pertimbangan Majelis Hakim.*® Selain itu, metode penomoran paragraf juga
berguna jika nantinya putusan MA dipublikasikan melalui media internet.
Metode penomoran paragraf saat ini sudah digunakan di beberapa negara
selain Australia, seperti contoh di putusan Pengadilan Irlandia, putusan
seringkali dipublikasikan dengan format HTML.

43 Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, Laporan Program Magang 2014 (Mahkamah Agung RI —
Federal Court of Australia), (Jakarta Mahkamah Agung RI, 2014) Him. 70

55



Keuntungan dengan metodeini, pihak pengadilan tidak perlu mengkhawatirkan
jika nantinya putusan dicetak dengan ukuran kertas berbeda. Namun jika
akhirnya MA akan menggunakan metode ini, perlu dibuat kebijakan agar
setiap putusan pengadilan di bawah MA harus menggunakan metode
penomoran paragraf.

4.5. Renvoi
Terjadinya kesalahan ketik pada putusan salah satunya disebabkan oleh banyaknya

jumlah halaman dalam putusan. Ketika sebuah putusan terjadi salah ketik, maka metode
perbaikan salah ketik tersebut dinamakan renvoi. Selama ini proses me-renvoi tersebut belum
seragam sehingga berdampak pada lamanya salinan putusan diterima para pihak. Di MA
hingga saat ini masih belum ada aturan secara khusus terkait tata cara renvoi. Sehingga
praktik di MA jika terjadi kesalahan ketik adalah dengan mengikuti prosedur renvoi pada
akta notaris sebagaimana diatur di dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 UU Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Tidak sedikit juga, praktik di MA banyak menggunakan
kebiasaan yang sudah menjadi budaya secara turun menurun di MA. Hal ini juga diakui
berdasarkan wawancara dari para narasumber. Biasanya renvoi di MA dilakukan dengan
menunggu putusan yang bermasalah dikirimkan ke MA, lalu nantinya putusan tersebut
diberikan ke Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut, untuk diperbaiki. Namun hingga
saat ini belum ada panduan hukum acara jika terjadi mekanisme renvoi, bahkan belum ada
aturan secara tegas jika ada salah satu anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara
tersebut sudah pensiun.

Secara teknis waktu mengerjakan putusan yang salah ketik sangat singkat, yaitu
tinggal mengganti yang salah dengan model SC (Sah Coret), SG (Sah Ganti) dan Sah Coret
Tambah (SCT), namun bisa jadi waktunya menjadi lama tergantung kehadiran Hakim Agung
yang akan memberi paraf. Jika Hakim Agungnya ada di tempat maka proses paraf bisa jadi
cepat, tetapi jika sedang tidak ada ditempat, misalnya sedang konsinyering atau tugas luar
maka proses paraf waktunya menjadi lama. Selain itu juga proses menunggu putusan yang
bermasalah dikirimkan kembali ke MA tentu saja membuang waktu sangat banyak, padahal
kepastian hukum akan adanya kesalahan ketik harus segera diselesaikan. Sehingga perlu
dipikirkan metode yang tepat dalam mekanisme renvoi.

Oleh karena itu, MA harus membuat kebijakan untuk mengatur mekanisme renvoi,
dan juga menyangkut prosedur acara bagi Majelis Hakim untuk mengoreksi putusan yang
bermasalah. Metode perbaikan putusan di luar negeri bisa menjadi rujukan bagi MA. Di
Australia, terdapat metode corrigendum dalam memperbaiki isi putusan. Metode
yangdilakukan untuk perbaikan putusan adalah dengan mencantumkan lembar terpisah dari
putusan yang diperbaiki dan membiarkan putusan yang salah dilembar asalnya. Selanjutnya
isi corrigendum dikirimkan ke pengadilan pengaju untuk diteruskan ke para pihak tanpa perlu
dikembalikan putusan yang terdapat kesalahan ketik.**

4 Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, Laporan Program Magang 2014 (Mahkamah Agung RI —
Federal Court of Australia), (Jakarta Mahkamah Agung RI, 2014) HIm. 73

56



57



BAB V
PENUTUP
5. 1. Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan sebagai

berikut:

5.1.1. Penyederhanaan putusan. Penyederhanaan putusan merupakan penyajian putusan yang
efektif dari segi susunan (sistematika) putusan sehingga menghindari terjadinya pengulangan
bagian-bagian putusan dalam berbagai tempat. Penelitian terhadap 150 putusan yang
dijadikan sampel dalam penelitian ini ditemukan terjadinya pengulangan, misalnya
pengulangan objek gugatan dalam putusan perdata yang ditmukan dalam beberapa tempat,
baik dalam gugatan maupun dalam pertimbangan yang menyebut berkali-kali objek gugatan.
Dalam perkara pidana, pengulangan terjadi pada rincian alat bukti yang diulang pada
berbagai tempat. Oleh karena terjadinya berbagai pengulangan dalam putusan, maka
berakibat terhadap tebalnya jumlah halaman putusan, kemungkinan salah ketik dalam
putusan dan jangka waktu minutasi putusan. Penyederhanaan putusan bukan menghilangkan
sistematika putusan yang diatur dalam HIR/Rbg dan KUHAP melainkan menyederhanakan
bagian-bagian tertentu yang ada dalam sistematika putusan tersebut.

5.1.1. Putusan Pidana

a. Penyederhanaan format putusan MA bisa dilakukan dengan meringkas atau membuat
link pada bagian dakwaan dengan pertimbangan bahwa format putusan pidana MA
saat ini lebih banyak memuat isi dari putusan tingkat sebelumnya ataupun berkas-
berkas dari para pihak (surat dakwaan, memori kasasi). Selain itu, masih ditemukan
pengulangan pada pada beberapa bagian. Hampir sebagian besar pengulangan bagian
ditemukan pada pengulangan rincian barang bukti. Pengulangan terjadi pada bagian
surat dakwaan dan amar putusan tingkat sebelumnya. Dengan adanya pengulangan
bagian tersebut, tentu saja membuat jumlah halaman yang diketik menjadi lebih
banyak, terutama pada kasus-kasus yang memiliki barang bukti sangat banyak.

b. Beberapa pilihan model penyederhanaan dalam putusan pidana antara lain
menghilangkan bagian dakwaan dengan cara membuat link dan atau membuat
lampiran tersendiri terhadap surat dakwaan,surat tuntutan dan amar putusan tingkat
sebelumnya. Penyederhanaan bagian seperti ini tidak melanggar kaidah Pasal 197
KUHAP, karena bagian-bagian putusan yang dimaksud oleh pasal tersebut tetap ada
walaupun ditempatkan pada bagian lampiran. Agar lampiran tersebut mempunyai
kekuatan yang sama mengikatnya dengan putusan, maka dalam putusan pidana MA
harus dinyatakan bahwa bagian lampiran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dari putusan MA. Sehingga nantinya di dalam isi putusan perkara pidana
MA, disebutkan isi surat dakwaan dengan kata “merujuk di dalam surat dakwaan yang
dibuat oleh Penuntut Umum dengan nomor surat...”.
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5.1.2. Putusan Perdata

a.

Penyederhanaan format putusan MA dapat memberi dampak pada pekerjaan
penyelesaian putusan (minutasi) lebih cepat;

Penyederhanaan format putusan MA dapat dilakukan pada posita, dimana
pencantuman posita dalam putusan dilakukan dengan cara merujuk (link) yang
diletakkan pada bagian posita putusan MA;

Penyederhanaan format putusan MA bisa dilakukan (tetapi masih optional) pada
memori kasasi dengan cara meringkasnya;

Putusan MA di Indonesia pada tahun-tahun 1950-an pada bagian posita hanya
mencantumkan ringkasan sedangkan pada perkara yang menyagkut sengketa tanah,
waris dan harta bersama tidak merinci objek sengketa, melainkan dengan cara
menyebut dengan kalimat “sebagaimana tercantum dalam gugatan”.

Susunan atau sistematika putusan MA di Indonesia terdiri dari (a) kepala putusan, (b)
identitas, (c) posita (d) eksepsi/rekonvensi, (e) putusan PN dan PT, (f) alasan kasasi,
(9) pertimbangan hukum dan (h) amar. Sedangkan susunan atau sistemaatiika putusan
di luar negeri, yaitu di Belanda, Australia dan Mesir lebih sederhana.

5.1.3. Putusan TUN

a. Permasalahan pada format putusan TUN sama dengan format putusan lainnya, yaitu

terlalu banyaknya bagian riwayat perkara MA. Namun demikian, putusan TUN masih
lebih baik dari format putusan kamar lainnya dimana dalam putusan TUN tidak begitu
banyak ditemukan adanya pengulangan pada beberapa bagian.

. Penyederhanaan pada bagian riwayat perkara menjadi suatu solusi yang bisa

ditawarkan. Apalagi format putusan TUN tidak ada hambatan dari segi hukum acara
formil. Format putusan pengadilan pajak bisa menjadi rujukan bagi pembentukan
format putusan MA untuk kamar TUN. Dimana pada putusan pengadilan pajak
menjelaskan bagian riwayat perkara secara singkat dan jelas, langsung menjelaskan
inti dari pendapat para pihak atas pokok sengketa. Namun agar tidak membingungkan
para pihak, ketentuan mengenai gugatan dan tanggapan gugatan bisa dijadikan
lampiran sendiri, seperti usulan yang ditawarkan pada penyederhanaan format putusan
pidana.

. Terdapat peluang besar dalam melakukan penyederhanaan format putusan TUN,

karena menurut Pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara, bagian gugatan dan jawaban tergugat tidak harus dimuat
seluruhnya, namun cukup ringkasan secara jelasnya saja. Ketentuan ini berbeda
dengan putusan pidana yang mengatur bagian dakwaan wajib dimuat seperti yang
dimuat di dalam isi surat dakwaan.

Uraian kesimpulan di atas yang mencantumkan gugatan dan dakwaan dengan metode

rujukan baik dalam bentuk hyper link, merujuk dokumen, atau penomoran paragraf pada
bagian posita menunjukkan bahwa positioning MA sebagai judex juris semakin kuat karena
apabila gugatan dan dakwaan masih tercantum dalam putusan MA menimbulkan kesan
bahwa MA sebagai judex factie padahal sebagaimana amanat Pasal 30 Undang-Undang MA
kedudukan MA adalah judex yuris.
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5.1.4. Renvoi

Terjadinya kesalahan ketik pada putusan salah satunya disebabkan oleh banyaknya jumlah
halaman dalam putusan. Ketika sebuah putusan terjadi salah ketik, maka metode perbaikan
salah ketik tersebut dinamakan renvoi. Selama ini proses men-renvoi tersebut belum seragam
sehingga berdampak pada lamanya salinan putusan diterima para pihak. Terkait hal ini, maka
diperlukan adanya keseragaman dalam perbaikan putusan dan waktu yang terukur
dalamproses perbaikan tersebut. Alternatif yang dapat dilakukan untuk perbaikan putusan
adalah dengan mencantumkan lembar terpisah dari putusan yang diperbaiki dan membiarkan
putusan yang salah dilembar asalnya.

Secara teknis waktu mengerjakan putusan yang salah ketik sangat singkat, yaitu
tinggal mengganti yang salah dengan model SC (Sah Coret), SG (Sah Ganti) dan Sah Coret
Tambah (SCT), namun bisa jadi waktunya menjadi lama tergantung kehadiran Hakim Agung
yang akan memberi paraf. Jika hakim agungnya ada di tempat maka proses paraf bisa jadi
cepat, tetapi jika sedang tidak ada ditempat, misalnya sedang konsinyering atau tugas luar
maka proses paraf waktunya menjadi lama.

Oleh karena itu, proses renvoi yang sederhana menjadi penting apabila disertai
dengan regulasi yang berisi mengatur alur penyelesaian perkara yang salah ketik dan jangka
waktu penyelesaiannya dalam bentuk SEMA dan atau KMA.Guna memperoleh kecermatan
dan kecepatan di dalam melakukan proses renvoi, dapat dirujuk model penggunaan
corrigendum yang dilakukan di pengadilan Australia. Mekanisme corrigendum di Pengadilan
Australia bisa segera dilakukan tanpa menunggu putusannya dikembalikan ke Federal Court.
Majelis Hakim di Federal Court bisa segera melakukan ralat dengan lembaran terpisah yang
menyatakan telah terjadi kekeliruan. Proses corrigendum pada putusan eletronik lebih mudah
dilakukan, karena tinggal diketik ulang dan disertai penjelasan adanya perbaikan.

5.3.Rekomendasi
1. Penyederhanaan format putusan MA dapat dimulai dengan menyederhanakan bagian

gugatan atau dakwaan dan amar putusan pengadilan-pengadilan tingkat sebelumnya
dengan opsi membuat link untuk bagian-bagian tersebut jika putusannya berbentuk soft
copy, dengan catatan seluruh soft copy berkas bagian tersebut sudah terintegrasi.
Kemudian untuk putusan yang berbentuk hard copy, salinan berkas bagian-bagian
tersebut dapat dijadikan lampiran putusan MA dengan menyatakan bahwa lampiran
tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan MA terkait;

2. Metode penyederhanaan bisa dilakukan dengan menggunakan metode rujukan. Dalam
metode tersebut dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu dengan menggunakan
hyperlink, merujuk dokumen, atau penomoran paragraf.

3. Khusus mengenai penomoran paragraf bisa dicantumkan dalam putusan dengan tujuan
untuk mempermudah penulisan dan pembacaan putusan terutama jika ada bagian-bagian
tertentu dalam putusan yang memerlukan pengulangan bagian yang perlu dirujuk pada
nomor paragraf sebelumnya. Dengan pencatuman nomor paragraf ini dapat membantu
lahirnya penyederhanaan format putusan
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4.

Bagian pertimbangan Hakim perlu dibuat dalam bentuk menjawab isi dari memori kasasi.
Sehingga para pihak yang berpekara dapat memahami alasan Majelis Hakim dalam
menolak atau menerima memori kasasi tersebut.

Mekanisme renvoi perlu diatur secara khusus oleh MA, karena hingga saat ini belum ada
sama sekali aturan resmi mekanisme renvoi kepada petugas pengadilan. Metode
corrigendum di Australia bisa dijadikan bahan rujukan. Oleh karena itu, MA perlu
membuat suatu peraturan Mahkamah Agung yang mengatur mekanisme renvoi di MA.
Guna memudahkan penyusunan dan pembacaan putusan, penggunaan istilah penggugat
dan tergugat dalam putusan MA tidak diubah dengan sebutan lain misalnya disebut,
dahulu penggugat sekarang pemohon kasasi dan seterusnya.

Berdasarkan hasil penyederhanaan putusan yang diuji cobakan pada beberapa putusan
MA dapat dinyatakan bahwa putusan MA yang telah disederhanakan membawa dampak
yang sangat signifikan terhadap jumlah halaman yang memungkinkan kekeliruan di
dalam pengetikan putusan dapat dihindari. Tabel 1.7. menjelaskan mengenai putusan
sebelum simplifikasi dan setelah simplifikasi.
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Tabel 1.7 Perbandingan Putusan Sebelum dan Setelah Dilakukan Penyederhanaan

Putusan Perdata Agama dan Perdata Umum

Sebelum Simplifikasi

Setelah Simplifikasi

Jumlah HIm Jumlah Jumlah _Prolseatﬁlse
Nomor . Jumlah HIm | Produk MA Amar . T Him Him Jumiaf him
No Jenis Perkara . Bagian Simplifikasi hilang dng
Putusan Keseluruhan | (Pertimbanga | Putusan yang | Keseluruh umlah him
n-Amar) hilang an |J<
eseluruhan
1 | Nomor 387 Perdata 13 2 Tolak | Menghilangkan posita & 5 8 38 %
K/Ag/2014 | Agama/Cerai menggunakan salah satu
metode rujukan, yaitu dengan
menggunakan hyperlink, atau
merujuk dokumen, atau
penomoran paragraf pada
bagian posita.
2 Nomor 45 Perdata 12 2 NO Menghilangkan posita & 3 9 25 %
PK/Ag/201 Agama/Isbat menggunakan salah satu
3 Nikah metode rujukan, yaitu dengan
menggunakan hyperlink,
merujuk dokumen, atau
penomoran paragraf pada
bagian posita.
3 | Nomor 700 Perdata 20 2 Tolak - Menghilangkan posita & 11 7 55 %
K/Ag/2013 Agama/Harta menggunakan salah satu
Bersama metode rujukan, yaitu

dengan menggunakan
hyperlink, atau merujuk
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dokumen, atau penomoran
paragraf pada bagian
posita.

- Meringkas dan atau
mghilangkan alasan kasasi
pada bagian yg menyebut
objek sengketa (rincian
HB) dgn cara merujuk yaitu
menggunakan hyperlink,
atau merujuk dokumen,
atau penomoran paragraf
pada bagian rincian HB.

Nomor 338
K/Ag/2013

Perdata
Agama/Waris

28

Tolak

Menghilangkan posita &
menggunakan salah satu
metode rujukan, yaitu dengan
menggunakan hyperlink, atau
merujuk dokumen, atau
penomoran paragraf pada
bagian posita.

19

32 %

Nomor 26
PK/Ag/201
2

Perdata
Agama/Waris

32

Tolak

Menghilangkan posita &
menggunakan salah satu
metode rujukan, yaitu dengan
menggunakan hyperlink, atau
merujuk dokumen, atau
penomoran paragraf pada
bagian posita.

13

19

40%

No. 1741
K/Pdt/2013,

Perdata
Umum/HB

15

Tolak

Menghilangkan posita &
menggunakan salah satu
metode rujukan, yaitu dengan
menggunakan hyperlink, atau
merujuk dokumen, atau
penomoran paragraf pada

46%
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bagian posita.

Nomor
2987
K/Pdt/2013

Perdata
Umum/Perjanjia
n

19

1,5

Tolak

Menghilangkan posita &
menggunakan salah satu
metode rujukan, yaitu dengan
menggunakan hyperlink, atau
merujuk dokumen, atau
penomoran paragraf pada
bagian posita.

10 47%

Nomor 856
K/Pdt/2014

Perdata
Umum/Tanah

10

1,5

Tolak

Menghilangkan posita &
menggunakan salah satu
metode rujukan, yaitu dengan
menggunakan hyperlink, atau
merujuk dokumen, atau
penomoran paragraf pada
bagian posita.

5 50%

Nomor
2891
K/Pdt/2013

Perdata
umum/wanprest
asi

12

Kabul

Menghilangkan posita &
menggunakan salah satu
metode rujukan, yaitu dengan
menggunakan hyperlink, atau
merujuk dokumen, atau
penomoran paragraf pada
bagian posita.

8 33%

10

Nomor 240
K/PDT.SUS
-HaK1/2013

Perdata
khusus/Perlindu
ngan konsumen

31

Kabul

Menghilangkan posita &
menggunakan salah satu
metode rujukan, yaitu dengan
menggunakan hyperlink, atau
merujuk dokumen, atau
penomoran paragraf pada
bagian posita.

17

14 54 %
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Rata-rata jJumlah halaman yang hilang dalam putusan Perdata Agama dan Perdata Umum setelah simplifikasi dari 10 putusan

adalah 43 %

Putusan Pidana Umum, Pidana Khusus, dan Pidana Militer

Sebelum Simplifikasi

Setelah Simplifikasi

No

Nomor
Putusan

Jenis Perkara

Jumlah HIm
Keseluruhan

Jumlah
Him Him
yang | Keseluruh
hilang an

Jumlah HIm Jumlah
Produk MA
(Pertimbanga

n-Amar)

Amar

Putusan Bagian Simplifikasi

Prosentase
jumlah him
hilang dng
jumlah him
keseluruhan

97/PK/PID.
SUS/2012

Pidana
khusus/korupsi

192

Menghilangkan dan membuat
link pada bagian dakwaan,
menghilangkan dan membuat
link pada bagian rincian
barang bukti dalam tuntutan,
amar putusan tingkat
pertama, dan amar putusan
kasasi

33 Kabul 157 35

81%

1616/K/PID
.SUS/2013

Pidana
khusus/korupsi

165

Menghilangkan dan membuat
link pada bagian dakwaan,
menghilangkan dan membuat
link pada bagian rincian
barang bukti dalam tuntutan,
amar putusan tingkat
pertama, dan amar putusan
tingkat banding

34 Kabul 101 64

61%
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17
K/PID.SUS/
2014

Pidana
khusus/korupsi

158

23

Kabul

Menghilangkan dan membuat
link pada bagian dakwaan,
menghilangkan dan membuat
link pada bagian rincian
barang bukti dalam tuntutan,
amar putusan tingkat
pertama, dan amar putusan
tingkat banding

91

67

S51%

1391/K/PID
.SUS/2012

Pidana
khusus/korupsi

141

Tolak

Menghilangkan dan membuat
link pada bagian dakwaan,
menghilangkan dan membuat
link pada bagian rincian
barang bukti dalam tuntutan,
amar putusan tingkat
pertama, dan amar putusan
tingkat banding

90

o1

63%

230/K/MIL/
2014

Pidana
militer/pemalsua
n surat

73

Kabul

Menghilangkan dan membuat
link pada bagian dakwaan,
menghilangkan dan membuat
link pada bagian rincian
barang bukti dalam tuntutan,
amar putusan tingkat pertama

28

45

38%

79/PK/PID/
2013

Pidana
umum/lalai
menyebabkan
mati

60

20

Kabul

Menghilangkan dan membuat
link pada bagian dakwaan,
menghilangkan dan membuat
link pada bagian rincian
barang bukti dalam tuntutan,
amar putusan tingkat
pertama, dan amar putusan
kasasi

25

35

41%
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37/PK/PID/
2014

Pidana
umum/pemalsua
n surat

39

NO

Menghilangkan dan membuat
link pada bagian dakwaan,
menghilangkan dan membuat
link pada bagian rincian
barang bukti dalam tuntutan,
amar putusan tingkat
pertama, dan amar putusan
kasasi

14

25

35%

1289/K/PID
12014

Pidana
umum/penipuan

36

Tolak

Menghilangkan dan membuat
link pada bagian dakwaan,
menghilangkan dan membuat
link pada bagian rincian
barang bukti dalam tuntutan,
amar putusan tingkat
pertama, dan amar putusan
tingkat banding

30

83%

157/K/IMIL/
2013

Pidana
militer/penggela
pan

34

Kabul

Menghilangkan dan membuat
link pada bagian dakwaan,
menghilangkan dan membuat
link pada bagian rincian
barang bukti dalam tuntutan,
amar putusan tingkat
pertama, dan amar putusan
tingkat banding

15

19

44%

10

297/K/MIL/
2014

Pidana
militer/pencuria
n

33

Tolak

Menghilangkan dan membuat
link pada bagian dakwaan,
menghilangkan dan membuat
link pada bagian rincian
barang bukti dalam tuntutan,
amar putusan tingkat
pertama, dan amar putusan

20

13

60%
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tingkat banding

Rata-rata jJumlah halaman yang hilang dalam putusan Pidana setelah simplifikasi dari 10 putusan adalah 61%

Tata Usaha Negara

Sebelum Simplifikasi

Setelah Simplifikasi

Jumlah HIm Jumlah Jumlah _Prolserr:tr?lse
Nomor . Jumlah HIm | Produk MA Amar . TR Him HIim jumian him
No Jenis Perkara . Bagian Simplifikasi hilang dng
Putusan Keseluruhan | (Pertimbanga | Putusan yang | Keseluruh ‘umlah him
n-Amar) hilang an IJ<
eseluruhan
1 Nomor 02 Putusan 18 2 Tolak | Menyederhanakan bagian 13 5 72%
PK/TUN/20 | TUN/Pilkada posita dan putusan tingkat
13 sebelumnya, dan
menggantinya dengan metode
link
2 Nomor 05 Putusan 18 2 Tolak | Menyederhanakan bagian 9 9 50%
PK/TUN/20 | TUN/Pilkada riwayat perkara mengenai
13 objek gugatan dan bagian
putusan tingkat sebelumnya,
dan mengganti dengan
metode link
3 Nomor 14 Putusan 25 2 Tolak | Menyederhanakabagian 17 8 68%
K/TUN/201 | TUN/Pilkada duduk perkara dan
2 menggantinya dengan metode

link
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4 Nomor 16 Putusan 28 Tolak | Menyederhanakabagian 21 7 75%
K/TUN/201 TUN/Lelang duduk perkara dan
2 menggantinya dengan metode
link
5 Nomor Putusan 21 Tolak | Menyederhanakabagian 13 8 61%
17/PK/TUN | TUN/Kependud duduk perkara dan
/2013 ukan menggantinya dengan metode
link
6 Nomor Putusan 21 Tolak | Menyederhanakabagian 12 9 57%
18/PK/TUN | TUN/Kepegawa duduk perkara dan
/2014 ian menggantinya dengan metode
link
7 Nomor Putusan 12 Tolak | Menyederhanakabagian 5 7 41%
25/K/TUN/ | TUN/Kepegawa duduk perkara dan
2014 ian menggantinya dengan metode
link
8 Nomor Putusan 15 Tolak | Menyederhanakabagian 9 6 60%
27/K/TUN/ | TUN/Kepegawa duduk perkara dan
2014 ian menggantinya dengan metode
link
9 Nomor 44 Putusan 11 Tolak | Menyederhanakabagian 4.5 6.5 40%
K/TUN/201 | TUN/Pertanahan duduk perkara dan
4 menggantinya dengan metode
link
10 | Nomor 52 Putusan 42 Tolak | Menyederhanakabagian 22 20 52%
K/TUN/201 | TUN/Asuransi duduk perkara dan
4 menggantinya dengan metode

link

Rata-rata jumlah halaman yang hilang dalam putusan TUN setelah simplifikasi dari 10 putusan adalah 62%
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